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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hidup bersama merupakan sifat alamiah setiap manusia. Apabila manusia

hidup terisolir dari manusia lain, maka tidak akan terjadi interaksi, baik yang

menyenangkan maupun yang berupa konflik. Dalam keadaan semacam itu hukum

tidak diperlukan.1 Berlawanan dengan hal tersebut, manusia sebagai makhluk

sosial membutuhkan suatu keteraturan. Manusia butuh untuk hidup dalam suatu

keteraturan agar benturan dari berbagai kepentingannya masing-masing dapat

dihindari. Disebabkan oleh kebutuhan yang demikianlah kemudian hukum itu

diperlukan dan diciptakan. Hukum kemudian menjadi bagian integral yang tidak

terpisahkan dari kehidupan sosial manusia. Kehadiran hukum di dalam kehidupan

manusia bertujuan untuk menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak

perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti

dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mustinya.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan

dapat diterapkannya hukum dalam peristiwa konkrit. Bagaimana hukum yang

akan diterapkan pada suatu peristiwa itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya

tidak boleh menyimpang; seperti ungkapan yang terkenal dari Immanuel Kant,

fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap

ditegakkan). Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan

adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan menjadi suatu

perlindungan yang yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang

menyerang kepentingan individu ataupun kelompok. Itulah tujuan yang

diinginkan oleh kepastian hukum.

Hukum yang pasti dan adil pada hakikatnya harus melindungi baik

individu maupun kelompok sebagai pihak yang sedang bersengketa. Namun

1 Sudikno Mertokusumo (a), Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty,
1991), hal. 26.
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sebaliknya, hukum tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat

umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.2

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang izin usaha, dalam hal ini

usaha kepariwisataan, pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum

yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan

jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya. Selain itu, dalam menghadapi kasus-kasus

konkret diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran perizinan usaha yang

memungkinkan bagi para pemegang hak atas izin usaha dapat membuktikan

keabsahan hak atas izin usaha yang dimilikinya. Hal ini penting untuk

diperhatikan mengingat usaha kepariwisataan memiliki peran strategis dalam

membantu mendorong perkembangan ekonomi dan sosial daerah wisata yang

bersangkutan.

Penjelasan umum Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 10

Tahun 20043 yang menggantikan Perda DKI No. 12 Tahun 19974 menyatakan

bahwa penyelenggaraan kepariwisataan memiliki arti strategis dalam mendorong

perkembangan ekonomi, sosial, teknologi, keamanan dan ketertiban suatu dareah

tujuan wisata. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu keteraturan dan kepastian

hukum dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan. Keteraturan dan kepastian

hukum ini meliputi antara lain penerbitan suatu izin usaha pariwisata kepada

pemohon. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak para pihak yang timbul daripadanya

dapat dipertahankan dan terlindungi secara optimal serta yustisiabel.

Oleh karena itu, amat penting bagi pencari keadilan untuk dapat

memperjuangkan kepentingannya terkait kepemilikan izin atas usahanya. Hal ini

dimaksudkan agar setiap kepemilikan izin atas suatu usaha mendapat

perlindungan yang jelas, dengan begitu keharmonisan hubungan manusia dengan

manusia lain mengenai perbuatan hukum yang satu dengan lainnya dapat

dipertanggungjawabkan, saat itulah tertib hukum akan tercipta dengan sendirinya.

2 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta:
Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2.

3 Indonesia (a), Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Kepariwisataan,
Perda DKI No. 10 Tahun 2004, LD Provinsi DKI Jakarta No. 65 Tahun 2004, Penjelasan Umum.

4 Indonesia (b), Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Usaha Pariwisata,
Perda DKI No. 12 Tahun 1997, LD Provinsi DKI Jakarta No. 101 Tahun 1997.
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Pengertian atas izin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 20085 sebagai suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang menjadi bukti legalitas,

menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakuakn

usaha atau kegiatan tertentu. Dalam hal ini, izin usaha pariwisata diterbitkan oleh

Dinas Pariwisata setempat yang merupakan perangkat Tata Usaha Negara.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa izin atas suatu usaha

merupakan bukti hak atas kepemilikan izin usaha yang kuat dan selama tidak ada

alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa kebenaran dalam isi surat tersebut

maupun proses penerbitannya adalah salah atau tidak benar maka segala sesuatu

yang terdapat di dalam isi atau yang merupakan bagian dari surat tersebut

haruslah dianggap benar,6 sehingga surat izin merupakan bukti kepemilikan izin

atas suatu usaha yang telah diletakkan dalam sebuah surat yang dilegalkan.

Walaupun demikian, akan menjadi suatu masalah apabila kemudian

diketahui dalam proses penerbitan izin usaha tersebut ternyata telah terjadi

pelanggaran. Pemegang hak atas izin usaha tersebut kemudian akan mengadapi

sengketa yang mempermasalahkan keabsahan penerbitan surat izin usaha tersebut

dan terancam pencabutan izin usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu

mekanisme hukum yang jelas untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

Mekanisme untuk membuktikan keabsahan penerbitan suatu izin usaha dapat

ditempuh dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pengajuan gugatan ke pengadilan harus memperhatikan norma dan aturan

yang berlaku. Norma dan aturan tersebut kemudian menghasilkan batasan-batasan

terkait dengan kedudukan pengadilan beserta kewenangan mengadili yang

dimilikinya atau yang dikenal dengan kompetensi pengadilan. Kedudukan

masing-masing pengadilan itu pun tentunya memiliki rambu-rambu yang

mengikat dan perlu diperhatikan. Pasal 18 Undang-undang No. 48 Tahun 2009

5 Indonesia (c), Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu
di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008.

6 Asas ini dikenal dengan nama Presumption Justae Causa maksudnya adalah suatu
Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang
hakim belum membuktikan sebaliknya, lihat Soemaryono dan Anna Erliyana, Tuntutan Praktik
Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT. Primamedia Pustaka, 1999), hal. 1.
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tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009)7 menyatakan bahwa

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan – badan

peradilan lain yang berada di bawah MA memiliki kewenangannya masing-

masing. Termasuk juga peradilan umum dan peradilan Tata Usaha Negara. Di

bawah ini penggambaran skema kompetensi pelaku kekuasaan kehakiman:

v

Dari skema kompetensi kekuasaan kehakiman di atas, dapat dibedakan lagi

menjadi 2 (dua) yaitu kompetensi absolut (absolute competentie) dan kompetensi

relatif (relative competentie).8 Walaupun tidak ada satupun undang-undang yang

memeberikan batasan mengenai 2 (dua) macam kompetensi tersebut, akan tetapi

Sudikno Mertokusumo merumuskan kompetensi relatif sebagai pembagian

kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau wewenang nisbi

hakim yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.9 Sedangkan

kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis

perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain,

baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan

7 Indonesia (d), Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun
2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

8 Z.A. Sangadji, Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 7.

9 Sudikno Mertokusumo (b), Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. 7, (Yogyakarta:
Liberty, 2006), hal 57.

Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi

Umum Agama TUN Militer
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tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda (pengadilan negeri,

pengadilan agama).10

Kemudian, Retnowulan Sutantio berpendapat dalam bukunya Hukum

Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, wewenang relatif mengatur pembagian

kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa. Sedangkan wewenang absolut

menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari

macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili atau

sering disebut sebagai atributie van rechtsmacht.11

Berbeda dengan M. Yahya Harahap yang merumuskan kriteria

pembatasan lebih jelas antara kompetensi relatif dan absolut. Dalam kompetensi

relatif pembatasan kewenangan mengadili berdasar daerah hukum. Masing-

masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas

hukumnya. Dalam kompetensi absolut pembatasan kewenangan mengadili

berdasarkan yuridiksi mengadili badan-badan peradilan. Setiap badan peradilan,

telah ditentukan sendiri oleh undang-undang batas yuridiksi mengadili.

Pembatasan yuridiksi masing-masing badan dapat mengacu kepada berbagai

ketentuan perundang-undangan.12

Dari sejumlah pengertian mengenai kompetensi relatif dan absolut di atas,

kesemuanya menunjukkan bahwa adanya pembagian atau pembatasan yuridiksi

badan-badan peradilan, relatif maupun absolut. Dalam perbedaan kompetensi

relatif terjadi pembagian antar badan peradilan yang berada dalam satu

lingkungan peradilan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat

dengan PN Jakarta Selatan. Meskipun berada dalam satu lingkungan yang sama,

namun kedua badan peradilan tersebut telah dibedakan dan dibagi menurut

wilayah hukumnya masing-masing. Dalam kompetensi absolut terjadi diantara

badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Misalnya,

antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara. Patokannya

10 Ibid., hal. 59.

11 Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek, cet. 6, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 8.

12 M. Yahya Harahap (a), Berbagai Permasalahan Formil dalam Gugatan Perdata, Varia
Peradilan, Majalah Hukum Ikahi, Tahun IX Nomor 99, Desember 1993, hal. 134.
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adalah yuridiksi mengadili badan-badan peradilan dalam lingkungan peradilan

yang berbeda mengenai suatu sengketa.

Perdebatan mengenai kompetensi relatif dan kompetensi absolut dalam

suatu persidangan lazim dipermasalahkan dalam eksepsi. Oleh karena itu,

berdasarkan Pasal 136 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/ Pasal 162

Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), Hakim wajib mempertimbangkan eksepsi

mengenai kompetensi tersebut secara khusus terpisah dari pertimbangan pokok

perkara. Hakim juga tidak bergantung pada ada atau tidaknya eksepsi apabila

sudah menyangkut mengenai kompetensi absolut, jika Hakim mengetahui adanya

benturan kewenangan secara absolut, sekalipun tidak diutarakan dalam eksepsi,

Hakim secara ex officio (karena jabatannya), harus mempertimbangkan dan

memutuskan benturan kompetensi tersebut.13

Seperti dalam hal pembagian kompetensi antara badan peradilan dalam

lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara yang

berdasarkan jenis perkara atau jenis sengketa kerap mengalami kendala, karena

tidak semua perkara atau sengketa dapat diidentifikasi secara murni termasuk

sengketa Tata Usaha Negara atau termasuk sengketa perdata. Dalam Undang-

undang Kekuasaan Kehakiman, kewenangan peradilan umum didasarkan pada

Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menggariskan bahwa peradilan

umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan

perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.14 Kemudian,

dalam Pasal 25 ayat (5) dalam undang-undang yang sama menyebutkan bahwa

peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.15

Berdasarkan aturan tersebut, badan peradilan tidak boleh memeriksa

perkara yang bukan merupakan objek sengketa yang sesuai dengan

13 Z.A. Sangadji, Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 9.

14 Indonesia (d), Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun
2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 25 ayat (2).

15 Ibid., Pasal 25 ayat (5).

Kewenangan badan ..., Omar Syarief, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



7

Universitas Indonesia

kewenangannya. Begitu juga dengan pencabutan suatu izin usaha yang merupakan

produk yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana

dimuat dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas UU No. 5 Tahun 198616 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

menyatakan bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.17

Kemudian oleh Indroharto dijelaskan lebih lanjut yang menjadi ciri utama

dari surat Keputusan Tata Usaha Negara antara lain memuat sifat konkret artinya

objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak,

tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.18 Sifat idnividual artinya

Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik

alamat maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung

mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada.19 Sedangkan sifat final artinya

akibat hukum yang ditimbulkan serta dimasksud dengan dikeluarkannya

penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif.20

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa izin tetap usaha

pariwisata merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara yang

memiliki sifat konkret, individual, dan final. Konkret karena objek yang diberikan

berupa izin tertulis untuk mendirikan suatu usaha. Selain itu, surat izin usaha itu

16 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429.

17 Indonesia (f), Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN
No. 5079, Pasal 1 angka 9.

18 Indroharto (a), Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2000), hal. 172.

19 Ibid., hal. 172-173.

20 Ibid., hal 173.
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juga bersifat individual karena di dalamnya dicantumkan kepada siapa izin usaha

tersebut diberikan baik pribadi maupun badan hukum perdata serta disebut final

karena diterbitkannya surat izin usaha tersebut serta merta memberikan hak secara

langsung kepemilikan atas izin membangun suatu usaha kepariwisataan yang

dimohonkan.

Namun dalam prakteknya, masih ditemukan bahwa badan peradilan umum

yang mencabut izin usaha (dalam kasus ini izin usaha pariwisata) yang dapat

dilihat dari putusan perkara perdata Nomor 09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST.

Apabila dicermati izin usaha tersebut memiliki sifat konkret, individual, dan final,

artinya bahwa izin usaha tersebut seharusnya digugat melalui Pengadilan Tata

Usaha Negara dan tidak melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Selaras

dengan penjelasan tersebut, beradasrkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

323/K/Sip/1968 tertanggal 23 April 196921 berisi pertimbangan PT yang

dibenarkan MA bahwa pembatalan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh

Gubernur adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat bila

dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Maka perlu diteliti lebih lanjut mengapa

masyarakat masih mengajukan gugatan ke peradilan umum atas dasar perbuatan

melawan hukum (PMH) dengan objek izin usaha yang notabene merupakan

produk dari suatu pejabat atau badan Tata Usaha Negara dan termasuk sebagai

suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, terdapat 2

(dua) pokok permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perkembangan kewenangan badan Peradilan Umum

khususnya Pengadilan Perdata dalam menangani gugatan perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah baik sebelum

maupun setelah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya?

21 R. Soeroso, Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, RBg dan
Yurisprudensi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 8.
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2. Bagaimana kewenangan badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata

Usaha Negara dalam memutuskan sengketa permohonan pencabutan

surat Izin Tetap Usaha Pariwisata (Studi Kasus Putusan No.

09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian secara umum dan

khusus, adapun tujuan tersebut yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan penelitian ini secara umum adalah memberikan gambaran

mengenai kedudukan dan kewenangan badan peradilan umum dalam memeriksa,

mengadili serta memutus sengketa penerbitan suatu izin usaha dan permohonan

pencabutan atas izin usaha yang telah diterbitkan tersebut. Selain itu, memberikan

masukan bagi aparatur penegak hukum terutama hakim untuk bisa membedakan

kewenangan mengadili atau kompetensi yang bersifat absolut yang diterapkan

dalam memutus perkara di pengadilan.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan kewenangan Peradilan Umum khususnya

Pengadilan Perdata dalam menangani gugatan perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh penguasa baik sebelum maupun setelah

diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara beserta perubahan-perubahannya.

2. Mengetahui sejauh mana kewenangan badan Peradilan Umum dan

Peradilan Tata Usaha Negara dalam memutuskan sengketa pencabutan

suatu izin usaha.

3. Mengetahui sejauh mana kewenangan badan Peradilan umum dalam

memutus sengketa pencabutan izin usaha yang merupakan sebuah

Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.

09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST).
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1.4. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan

diberikan batasan mengenai pengertian atas beberapa masalah umum yang terkait

dengan permasalahan di atas. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab

permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan

persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat Izin Tetap Usaha

Pariwisata, adalah izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan industri

Pariwisata 22 yang tata cara perolehannya diatur sesuai dengan Keputusan

Gubernur dan diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak

mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak

yang berselisih, tapi berdiri di atas perkara, sedangkan hakim merupakan

substansi aparat dan tugas pokoknya adalah menerapkan suatu pola yang jadi

pokok perselisihan di bawah suatu peraturan umum.23

3. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan pada umumnya.24

4. Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan

sesuatu).25

5. Kompetensi absolut adalah wewenang mutlak dari suatu badan pengadilan

dalam memeriksa suatu jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat

diperiksa oleh badan peradilan lain baik yang dalam lingkungan yang sama

namun berbeda tingkatan misalnya pengadilan negeri dan pengadilan tinggi,

22 Indonesia (g), Perda DKI Jakarta Tentang Kepariwisataan, Perda No. 10 Tahun 2004,
Lembar Daerah Provinsi DKI Jakarta No.65 Tahun 2004, Pasal 1

23 Muchsan, Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, cet.1, (Yogyakarta: Liberty,
1981), hal. 1.

24 Indonesia (h), Undang-undang Tentang Peradilan Umum, UU No. 8 Tahun 2004, LN
No. 34 Tahun 2004, TLN No. 4378, Pasal 2

25 http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, diakses 26 Februari 2011.
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maupun yang berbeda ruang lingkup/objek perkara yang disengketakan

misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri.26

6. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan

hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.27

7. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi

untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di

daerah.28

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara

meneliti terhadap asas-asas baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.29

Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam UU. 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No.2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum, UU. No.51 Tahun 2009 jo. UU. No.5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPerdata) serta HIR, mengenai kompetensi peradilan umum dalam mencabut

suatu izin usaha.

26 Sudikno Mertokusumo (b), Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. 7, (Yogyakarta:
Liberty, 2006), hal. 62.

27 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429, Pasal 1 angka 3.

28 Ibid, Pasal 1 angka1.

29 Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10.
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1.5.2. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu memberikan

gambaran secara umum yang dapat ditangkap oleh panca indera atau

menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok

tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.30 Kaitannya dengan

penelitian ini, gambaran secara umum adalah mengenal bagaimana kompetensi

peradilan umum dalam mencabutsuatu izin usaha yang terdapat pada undang-

undang tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang peradilan umum,

dan peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, penelitian ini juga termasuk

penelitian murni yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan

pengetahuan31 khususnya tentang kompetensi badan peradilan umum dalam

memutus sengketa pencabutan suatu izin usaha.

1.5.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sbagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti UU

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun

2004 jo. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 51

Tahun 2009 jo. UU. No. 9 Tahun 2004 jo. UU No.5 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan KUHPerdata serta HIR.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa,

memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain

adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah,

jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.

30 Ibid., hal. 4.

31 Ibid., hal. 5.
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya

kamus.

1.5.4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu

suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan

mempergunakan content analysis32 yang dalam penelitian ini adalah buku-buku

yang berkaitan dengan kompetensi peradilan umum dalam mencabut suatu izin

usaha. Hal ini disebabkan karena penelitian yang berbentuk yuridis normatif dan

jenis data yang digunakan adalah data sekunder sehingga digunakan studi

dokumen.

1.5.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan

mendalami makna dibalik realitas atau tindakan atau data yang diperoleh dan yang

diteliti atau dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.33 Dalam penelitian ini

apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dipelajari secara

lebih mendalam khususnya mengenai kompetensi peradilan umum dalam

mencabut suatu izin usaha.

1.5.6. Bentuk Laporan Penelitian

Adapun bentuk laporan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu

apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis

maupun lisan dan perilaku nyata34 selain itu memberikan gambaran secara umum

tentang suatu gejala dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini yaitu gambaran

secara umum dalam peraturan perundang-undangan mengenai kompetensi

peradilan umum dalam mencabut suatu izin tetap usaha yang kemudian dianalisis

32 Ibid., hal. 21.

33 Sri Mamudji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.67.

34 Ibid., hal. 67.
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dari pengaturan baik menurut UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, UU No. 51 Tahun 2009 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No.5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan KUHPerdata serta HIR.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan materi pada penulisan ini, maka

penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab dan bab-bab tersebut terdiri dari sub-

sub bab, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab 1 adalah bab mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang

masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 adalah Kewenangan Peradilan Umum Dalam Mengadili Gugatan

Pencabutan Izin Usaha Yang Telah Diterbitkan Akibat Perbuatan Melawan

Hukum Oleh Pemerintah yang akan diuraikan mengenai Dasar Pemikiran

Gugatan Perdata yang meliputi Pengertian Gugatan Perdata, Cara Mengajukan

Gugatan Perdata, Syarat-syarat Gugatan, dan Obyek Gugatan Perdata yang

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan singkat mengenai larangan Ultra

Petitum Partum. Pada sub bab berikutnya akan dibahas mengenai Perbuatan

Melawan Hukum Sebagai Objek Gugatan Perdata Terhadap Izin Usaha yang

meliputi Izin Usaha Sebagai Tanda Bukti Hak Keperdataan, Pengertian Perbuatan

Melawan Hukum (PMH), Unsur-unsur PMH, dan Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha. Kemudian pembahasan dalam bab

ini dilanjutkan dengan Pemerintah Sebagai Subjek Dalam Perbuatan Melawan

Hukum dan pembahasan terfokus terkait Kompetensi Peradilan Umum Dalam

Menerima Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah baik sebelum

maupun sesudah berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.

Bab 3 adalah Kompetensi Badan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam

Mengadili Gugatan Pencabutan Izin Usaha akan membahas mengenai Tinjauan

Umum Tata Usaha Negara yang meliputi Pengertian Sengketa dan Gugatan Tata

Usaha Negara, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara,
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Syarat-syarat Gugatan Tata Usaha Negara, dan Alasan Mengajukan Gugatan Tata

Usaha Negara. Pada sub bab berikutnya akan dibahas mengenai Objek Sengketa

Tata Usaha Negara meliputi unsur Penetapan Tertulis, Unsur Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara, Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, Berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. Kemudian dilanjutkan dengan

pembahasan mengenai Unsur Konkret, Individual dan Final, serta Unsur

Menimbulkan Akibat Hukum. Kemudian dalam bab ini juga akan membahas

mengenai Izin Usaha Sebagai Objek Gugatan yang meliputi Pengertian dan

Pengaturan Izin Usaha, Izin Usaha Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara serta

Gugatan Tata Usaha Negara Sebagai Dasar Mencabut Izin Usaha. Bab ini ditutup

dengan Uraian Singkat mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di

Indonesia.

Pada Bab 4 akan dibahas mengenai analisis kasus yaitu studi kasus

Putusan No. 09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, yang terdiri dari kasus posisi, analisis

kasus dilihat dari tahap jawab-menjawab dari pihak Penggugat maupun Para

Tergugat beserta pertimbangan Majelis Hakim.

Bab 5 merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan

jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran, baik refleksi atas hasil temuan

penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang

demi kepentingan masyarakat dan hukum.
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BAB 2

KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI GUGATAN

PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN

HUKUM OLEH PEMERINTAH

2.1. Dasar Pemikiran Gugatan Perdata

Seperti asas dalam hukum acara pada umumnya, termasuk dalam hukum

acara perdata, hakim bersifat menunggu. Pengertian asas ini ialah bahwa ada

tidaknya suatu perkara atau tidak ditentukan sepenuhnya oleh inisiatif pribadi si

yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan atau penuntutan hak ke muka

pengadilan.

Jadi yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan,

sedang hakim bersifat menunggu datangnya perkara kepadanya (iudex ne

procedat ex officio). Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada

hakim.35 Akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh

menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa

hukumnya tidak atau kurang jelas (pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004).36

Namun demikian, tidak setiap orang dapat dengan seenaknya mengajukan

gugatan atau tuntutan hak. Hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum

yang cukupdan layak serta yang mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat

diterima tuntutan haknya tersebut oleh pengadilan guna diperiksa. Hal ini

merupakan syarat utama diterimanya suatu gugatan atau penuntutan hak oleh

pengadilan, asas ini dikenal dengan asas point d’interet, point d’action.

Pernyataan ini juga memberikan pengertian bahwa tidak semua kepentingan yang

ada hubungan hukumnya pasti dikabulkan pengadilan.37

35 Sudikno Mertokusumo (b), Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. 7, (Yogyakarta:
Liberty, 2006), hal. 11.

36 Ibid.

37 Ibid, hal. 53.
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Lebih lanjut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971

No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang

mempunyai hubungan hukum. Dapat dibayangkan apabila rambu-rambu

mengenai sejauh mana suatu hubungan kepentingan hukum dapat dijadikan dasar

gugatan tersebut tidak ada, maka pengadilan akan kewalahan dalam menerima dan

mengadili perkara tuntutan hak yang masuk. Untuk mencegah agar setiap orang

tidak asal saja mengajukan gugatan ke pegadilan yang berisiko akan menyulitkan

pengadilan itu sendiri, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta

memiliki dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Tuntutan hak yang dimaksud adalah gugatan perdata, dimana masyarakat

dapat mengajukannya apabila terdapat kepentingan yang dilanggar oleh orang

lain. Gugatan ini yang menjadi dasar pemeriksaan perdata, sehingga gugatan

harus didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya terjadi tanpa dilebihkan

ataupun dikurangi. Selain itu, gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan agar

tidak menjadikan gugatan tersebut cacat dan berakibat pada putusan yang

menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet ont Vankelijk

verklaard) dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari gugatan.

2.1.1. Pengertian Gugatan Perdata

Dalam memperjuangkan haknya setiap individu dapat melakukan

pengajuan tuntutan hak. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk

memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah

main hakim sendiri (eigenrichting).38

R. Subekti mempergunakan sebutan gugatan, yang dituangkan delam

bentuk surat gugatan. Dengan demikian setiap perkara perdata, diajukan ke

pengadilan negeri dalam bentuk surat gugatan.39 Sudikno Mertokusumo

menggunakan untuk istilah gugatan berupa tuntutan perdata (burgerlijke

vordering) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain.40 Berbeda

38 Ibid, hal. 52.

39 M. Yahya Harahap (b), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 47.
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dengan penjelasan yang lebih tegas dari M. Yahya Harahap mengenai gugatan

perdata yaitu gugatan contentiosa yang berarti bahwa gugatannya mengandung

sengketa di antara 2 (dua) pihak atau lebih yang penyelesaiannya diberikan dan

diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yang mengajukan

penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat (plaintiff =

planctus, the party who institutes a legal action or claim),41 sedangkan yang

ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan

sebagai tergugat (defendant, the party against whom a civil action is brought).

Dengan demikian, gugatan perdata menurut M. Yahya Harahap adalah

permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan yang mengandung sengketa,

sengketa yang terjadi diantara para pihak tidak boleh kurang dari 2 (dua) pihak,

sifatnya partai (party) dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan

berkedudukan sebagai tergugat.42 Dari pengertian di atas dapat dipahami ada

seseorang atau badan hukum yang merasa haknya telah dilanggar dan juga ada

pihak tidak bersedia secara sukarela memenuhi tuntutan yang diajukan, sehingga

hakim bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan siapa pihak yang benar

dan berhak atas tuntutan hak tersebut.43

Dalam penyelesaian perkara di muka persidangan yang harus dibuktikan

adalah fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa untuk menguatkan dan membenarkan

adanya suatu hak. Walaupun demikian, anggapan yang kaku tersebut telah usang

dan ditinggalkan, karena seiring dengan perkembangan tidak hanya peristiwa atau

fakta-fakta yang kasat mata saja yang harus dibuktikan tetapi juga peristiwa yang

tidak kasat mata juga harus dibuktikan. Hal ini dicantumkan dalam pasal 163 HIR

yang menggariskan bahwa:

40 Ibid.

41 Merrian Webster’s Dictionary of Law, (Spirngfield, Massachussets: Meriam Webster,
tanpa tahun), Page 365, dalam M. Yahya Harahap (b), ibid.

42 Ibid., hal. 47-48

43 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Djambatan,2005),
hal. 39.
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Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan
suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak
orang lain, maka orang itu harus membuktikan adaknya hak itu atau
adanya kejadian itu.44

Dan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau,
guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang
lain, menunjuk pada suatu persitiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak
atau peristiwa tersebut.45

Ketentuan ini dikenal dengan istilah actori incumbit probatio46, yang

mengisyaratkan pembuktian di muka sidang tidak hanya peristiwa-peristiwa atau

kejadian-kejadian saja, tetapi juga suatu hak. Dengan demikian, dapat dikatakan

pula bahwa yang harus dibuktikan itu merupakan suatu hak dan peristiwa,

dan/atau kebenaran hak dan/atau peristiwa yang disangkal kebenarannya oleh

pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan haknya sedangkan pihak lainnya

tidak menyangkalnya, maka orang yang mengemukakan hak tersebut tidak ada

kewajiban padanya untuk membuktikan. Oleh sebab itu, sangatlah penting suatu

dalil dalam gugatan untuk dibuktikan.

2.1.2. Cara Mengajukan Gugatan

Cara mengajukan gugatan perdata diatur dalam Pasal 118 Het Herziene

Indonesisch Reglement (HIR) yang menuliskan:

1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup

wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan

(surat gugatan) yang ditandatangan oleh penggugat, atau oleh wakilnya

menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si

44 Reglemen Indonesia Yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh
M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1992), Pasal 163.

45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjiptosudibio, cet. 25, (Jakarta: Praduya Paramita, 1992), Pasal 1865.

46 Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-putusan
Hukum Perikatan, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 159.
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tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua

pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenamya.

2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di

daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan

kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang

dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama

dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6

ayat (2) dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta

kebijaksanaan kehakiman (R.O) tuntutan itu diajukan kepada ketua

pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang

debitur utama.

3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang

sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan

kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah

seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan

kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak

barang tersebut.

4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka

penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada ketua

pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal

yang dipilih itu.

Pengertian dari pasal 118 HIR dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kompetensi

relatif, cara mengajukan gugatan, dan kepada siapa surat gugatan itu disampaikan.

Dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dikenal dengan asas actor sequitur forum rei yang

berarti bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat

tinggal tergugat. Jadi gugatan diajukan ke pengadilan negeri di mana si penggugat

bertempat tinggal. Sedangkan Pasal 118 ayat (2), (3), dan (4) HIR merupakan

pengecualian dari ayat (1).

HIR dalam Pasal 118 menggariskan bahwa setiap perkara perdata dimulai

dengan pengajuan surat gugatan serta menetapkan ke pengadilan negeri mana

surat gugatan tersebut akan dilayangkan. Pengadilan yang sesuai tersebut ialah

pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum dari tempat tinggal
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si tergugat. Pasal 17 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang dianggap

bertempat tinggal di tempat yang dijadikan pusat kediamannya.47 Tempat tinggal

adalah di mana seseorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedang tempat

kediaman adalah di mana seorang berdiam.48 Menurut R. Subekti yang dinamakan

tempat tinggal atau domisili adalah tempat dimana seseorang secara resmi telah

menetap dan di mana ia harus dicari untuk kepentingannya.49 Lebih jauh

dijelaskan, bahwa untuk menentukan tempat kediaman adalah dengan dibuktikan

dengan kartu penduduk atau di mana ia terdaftar sebagai wajib pajak. Apabila

tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa

adalah pengadilan negeri yang dalam wilayah hukumnya tergugat itu berdiam atau

daerah di mana si tergugat mempunyai tempat kediamannya. Pasal 118 ayat (2)

HIR dimaksudkan sebaliknya, yaitu apabila ada beberapa orang tergugat, maka

penggugat boleh mengajukan gugatannya kepada pengadilan negeri yang dalam

wilayah hukum tempat tinggal salah satu tergugat. Dari para debitur dicari siapa

yang menjadi debitur utamanya, namun apabila terdapat beberapa orang yang

berkedudukan sama sebagai debitur utama, maka diserahkan kepada penggugat

untuk memilih tempat kedudukan hukum mana yang akan digunakan dari para

debitur utama tersebut.50

Suatu gugatan pada prinsipnya dibuat dan diajukan dalam bentuk tulisan.

Namun apabila penggugat tidak mampu/cakap untuk menulis maka dimungkinkan

pengajuan gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan (Pasal 120 HIR).

Gugatan yang sesuai dengan bentuk idealnya (dalam tulisan) disebut surat

gugatan. Sebaliknya, cara dan kepada siapa surat gugatan tersebut ditujukan telah

diatur dalam pasal 118 HIR, yaitu dapat diajukan secara pribadi atau diwakili oleh

orang lain/kuasanya untuk mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan

negeri.

47 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjiptosudibio, cet. 25, (Jakarta: Praduya Paramita, 1992), Pasal 17.

48 Retnowulan Sutianto dan Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,
cet. 6, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hal. 12.

49 R. Subekti (a), Hukum Acara Perdata, (Bandung: Binacipta, 1989), hal 23.

50 Ibid., hal.24.

Kewenangan badan ..., Omar Syarief, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



22

Universitas Indonesia

2.1.3. Syarat-syarat Gugatan

Adapun syarat-syarat gugatan terkait isi dan substansi surat gugatan tidak

diatur secara rinci dalam HIR dan RBg, kecuali menyangkut cara mengajukan

surat gugatan. Namun demikian, Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg memberikan

solusi terhadap kekurangan ini dengan memberikan wewenang kepada Ketua

Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat

dalam menyiapkan dan mengajukan gugatan.51 Dalam hal seseorang akan

mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri, ada tiga hal yang harus

diperhatikan sebagai syarat materiil gugatan (Pasal 8 ayat (3) Rv), yakni:

a. Keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu tentang

nama, alamat, dan pekerjaan;

b. Dasar gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian tentang

hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar

yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu

penjelasan mengenai duduk perkaranya;

c. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan

oleh hakim (petitum). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua

macam, yaitu tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok, dan

tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan

pokok ditolak oleh hakim.52

Terkait dengan identitas para pihak, berdasarkan putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia (MA RI) No. 440/K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus

1986 menyatakan identitas para pihak harus jelas dan lengkap sehingga

berkualitas sebagai perseorangan pribadi, apabila para pihak berkualitas badan

hukum, maka dalam praktik cukup disebut nama badan hukumnya, tempat

kedudukan, dan alamat kantornya.53 Selain itu, putusan MA RI No.

151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan kelengkapan para pihak yang

51 Muhammad Nasir, Hukum Acara Perdata, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Djambatan,2005),
hal. 41.

52 Ibid.

53 Ibid., hal. 42
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berperkara yang harus digugat tetapi tidak digugat maka gugatan tersebut akan

dinyatakan tidak dapat diterima.54

Selanjutnya dalam surat gugatan, duduk perkara dapat diuraikan secara

jelas dan lengkap pada bagian posita. Posita atau dalil gugatan merupakan

landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara.55 Secara umum dalam membuat

suatu surat gugatan menurut pandangan teoritis, terdapat 2 (dua) macam pola

penyusunan, yaitu: 56

1. Substantierings theorie, menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup

hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan,

tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa

hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

2. Individualisering theorie, menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian

hukum lain yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas

memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan.

Namun untuk itu tidak perlu menjelaskan secara keseluruhan sejarah

bagaimana terciptanya hubungan hukum tersebut. Jadi teori ini

menyatakan dalam pembuatan surat gugatan, cukup dibuat secara garis

besarnya saja tentang dasar hubungan hukum yang terjadi.

Dalam praktik pembuatan gugatan dewasa ini, teori individualisasi banyak

digunakan. Menurut yurisprudensi MA RI, perumusan kejadian materiil secara

singkat telah memenuhi syarat dan gugatan tidak kabur (obscuur libel),

sebagaimana termaktub dalam putusan MA RI No. 547/K/Sip/1971 tanggal 15

Maret 1972. Selain itu, dalam mengajukan gugatan harus juga diperhatikan oleh

penggugat bahwa gugatan diajukan kepada badan peradilan yang berwenang

untuk memeriksa serta mengadili perkara. Dalam hukum acara dikenal dua

macam kewenangan/kompetensi, yaitu:

a. Kewenangan/kompetensi absolut yang mengatur mengenai pemberian

dan pembagian kewenangan mengadili antar badan peradilan

54 Ibid.

55 M. Yahya Harahap (b), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 57

56 Ibid.
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(attributtie van rechtsmacht), dilihat dari jenis perkara dan macam

pengadilannya.

b. Kewenangan/kompetensi relatif berkaitan dengan kekuasaan

mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili

atau tempat tinggal para pihak (distributie van rechtsmacht), terutama

tergugat. Pengaturan mengenai domisili ini juga diatur dalam Pasal

118 HIR.

Surat gugatan yang diajukan haruslah berisi dasar gugatan yang jelas dan

lengkap. Hal ini dimaksudkan agar surat gugatan tersebut dapat mendukung apa

yang dimohonkan oleh penggugat. Oleh sebab itu, dalam surat gugatan, dasar

gugatan juga perlu digambarkan secara kronologis dan sistematis, yang pada

akhirnya dapat memudahkan hakim untuk memahami isi gugatan serta mengambil

keputusan atas hal tersebut. Petitum dalam praktek peradilan dapat berupa

tuntutan pokok (primair) dan tuntutan tambahan (subsidair) seperti adanya

tuntutan provisionil, uang paksa (dwangsom), tuntutan pembebanan ongkos

perkara maupun permintaan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).57

2.1.4 Objek Gugatan Perdata

Hukum perdata Indonesia mengenal adanya 2 (dua) macam objek sengketa

gugatan perdata yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kedua hal ini

perlu dibedakan karena terkait dengan hal yang essensial yang nantinya akan

dibuktikan di tahap pembuktian di persidangan. Pentingnya pembedaan gugatan

berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum

karena dalam praktek seringkali penggugat mulai dengan gugatan karena

perbuatan melawan hukum dan atas dasar itulah penggugat meminta ganti

kerugian.58 Baik penggugat maupun tergugat akan tetap mempertahankan

dalilnya, apabila penggugat menyatakan dasar gugatannya adalah perbuatan

melawan hukum, maka si tergugat pasti akan melakukan tangkisan dengan

57 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia,
(Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 46.

58 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Indoensia, 2003), hal. 44.
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menyatakan bahwa si penggugat seharusnya melakukan gugatan dengan dasar

wanprestasi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dari dalil beserta bukti yang

diajukan para pihak, keputusan akhir berada di tangan majelis hakim untuk

menilainya apakah gugatan tersebut dengan berdasarkan pembuktian yang ada

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau sebaliknya. Apabila sebaliknya

yang terbukti, maka gugatan tersebut harus ditolak.

Dalam prakteknya, sering ditemukan situasi dimana penggugat merasa

tidak yakin atas apa yang akan dijadikan dasar ia mengajukan gugatan, yaitu

apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Penentuan dasar gugatan ini

sangat penting perannya karena selain menjadi pondasi gugatan ia akan menjadi

landasan hakim untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu,

dasar gugatan harus dibuat setepat mungkin untuk meminimalkan risiko

ditolaknya gugatan oleh hakim dengan alasan dasar gugatan tidak jelas (obscuur

libel).

Untuk itu pengkajian lebih lanjut mengenai perbedaan antara perbuatan

melawan hukum dan wanprestasi perlu dilakukan. Perbedaan yang menjadi dasar

di antara keduanya adalah bahwa gugatan yang didasarkan atas wanprestasi,

terdapat perjanjian sebelumnya antara penggugat dan tergugat. Di sisi lain,

perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya ialah adanya

unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Menurut R. Sardjono, 59

Wanprestasi adalah suatu kejadian dimana si berhutang tidak melakukan
apa yang diperjanjikan untuk dilakukan atau melanggar perjanjian dalam
hal adanya perjanjian bahwa si debitur tidak boleh melakukan sesuatu hal,
sedangkan ia tetap melakukannya.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda wanprestatie yang berarti prestasi

buruk.60 Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan tidak dipenuhinya kewajiban oleh

salah satu pihak terhadap pihak lainnya yang telah dibuat melalui perikatan, baik

yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-

59 Study Group Milura, Hukum Perdata II, (Bunga Rampai Kumpulan Kuliah Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 1970), hal. 34.

60 R.Subekti (b), Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa,2004), hal.45.
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undang termasuk kedalam pengertian wanprestasi.61 Prestasi itu sendiri ialah

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan yang menjadi

hak si kreditur, dimana pemenuhan suatu prestasi merupakan hakikat dari suatu

perikatan. Ketentuan mengenai wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1243 sampai

Pasal 1252 KUHPerdata.

Menurut KUHPerdata, dalam Pasal 1234, perikatan ditujukan untuk

memberikan sesuatu, untuk berbuat, atau untuk tidak berbuat sesuatu. 62 Apabila

suatu perikatan dibuat melalui suatu perjanjian, maka dalam perikatan itu sendiri

harus memenuhi rambu-rambu yang telah digariskan dalam KUHPerdata

mengenai perjanjian agar menjadi suatu perikatan yang sah. Pasal 1320 – 1337

KUHPerdata mengatur mengenai syarat-syarat perjanjian, yaitu

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

3. Mengenai suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai

orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua

syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena berbicara mengenai

perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.63

Dalam hal syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, masing-masing memiliki akibat

hukum yang berbeda. Apabila yang tidak terpenuhi adalah syarat obyektif, maka

perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya dari semula dianggap tidak pernah

ada suatu perjanjian tersebut dan tidak ada pula suatu perikatan apapun. Tujuan

semula para pihak untuk menciptakan suatu perjanjian adalah gagal (null and

void).64

61 M. Abdulkadir, Hukum Perikatan cet.3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992),
hal.20.

62 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjiptosudibio, cet. 25, (Jakarta: Praduya Paramita, 1992), Pasal 1243.

63 R. Subekti (b), Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa,2004), hal. 17.

64 Ibid., hal.20.
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Apabila yang tidak terpenuhi itu adalah syarat subyektif, maka perjanjian

tersebut bukan batal demi hukum melainkan mengakibatkan salah satu pihak yang

merasa dirugikan memiliki hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan

atau dengan kata lain perjanjian tersebut dapat dibatalkan.65

Kemudian dala Pasal 1321 KUHPerdata ikut menetukan keabsahan suatu

perjanjian dengan menggariskan bahwa tiada satupun persetujuan memiliki

kekuatan apabila diberikan karena kekhilafan, atau tercipta dikarenakan adanya

paksaan atau penipuan.66 Termasuk kedalam pengertian paksaan yaitu paksaan

secara psikis maupun fisik. Paksaan psikis dapat berupa ancaman akan

dibeberkannya rahasia salah satu pihak apabila tidak mau menyetujui suatu

perjanjian., sedangkan paksaan fisik lebih berupa ancaman kekerasan akan dilukai

atau dianiaya apabila salah satu pihak tidak menyetujui suatu perjanjian.67

Kekhilafan akan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, apabila

kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian

(error in substansia). Namun demikian, terdapat kekhilafan yang tidak

mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang

yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan perjanjian (error in

persona).68

Penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan

keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan tipu muslihat sehingga

pihak lain tergerak karenanya untuk memberi perizinan.69 Dalam Pasal 1328

KUHPerdata ditegaskan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk

membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak

adalah sedemikian rupa, sehingga apabila seandainya tidak adanya tipu muslihat

65 Ibid.

66 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjiptosudibio, cet. 25, (Jakarta: Praduya Paramita, 1992), Pasal 1321.

67 Sri Soesilowati Mahdi, et.al., Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: Gitama
Jaya, 2005), hal. 150.

68 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjiptosudibio, cet. 25, (Jakarta: Praduya Paramita, 1992), Pasal 1322.

69 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Binacipta, 1989), hal.135.
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tersebut salah satu pihak tidak akan mengadakan perjanjian. Namun lebih lanjut

lagi, KUHPerdata menegaskan bahwa penipuan itu tidak dapat hanya dikira-kira,

melainkan harus dibuktikan.70 Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa

wanprestasi adalah suatu bentuk tindakan tidak dipenuhinya syarat-syarat

perikatan yang diatur dalam Pasal 1320 – 1337 KUHPerdata, sedangkan

perbuatan melawan hukum ialah perbuatan selain wanprestasi.

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, terciptanya satu perikatan dapat

disebabkan karena suatu persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang.71

Perikatan yang tercipta karena suatu perjanjian, dalam Pasal 1352 terbagi menjadi

2 (dua) yaitu perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang saja dan

perikatan yang lahir dari ketentuan undang-undang yang didahului oleh adanya

suatu perbuatan manusia.72 Yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari

ketentuan undang-undang adalah perikatan tersebut telah ada dan mengikat para

pihak sejak diundangkannya ketentuan undang-undang yang mengikat tersebut.73

Sebagai contoh yaitu pada Pasal 666 KUHPerdata yang mengatur mengenai hak

dan kewajiban para pemilik pekarangan yang bertetangga. Pasal tersebut berarti

telah mengikat para pemilik pekarangan yang bertetangga seketika undang-

undang tersebut berlaku.

Sedang perikatan yang timbul akibat ketentuan undang-undang yang

didahului dengan suatu perbuatan manusia terbagi atas 2 (dua), yaitu perbuatan

manusia yang halal dan perbuatan melawan hukum. Perikatan ini ada dan

mengikat para pihak sesuai dengan ketentuan undang-undang apabila ada suatu

perbuatan yang diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut baik perbuatan itu

merupakan yang halal atau diperbolehkan menurut undang-undang maupun

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang dilakukan.74 Perbuatan

70 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjiptosudibio, cet. 25, (Jakarta: Praduya Paramita, 1992), Pasal 1328.

71 Ibid., Pasal 1233.

72 Ibid., Pasal 1352.

73 Sri Soesilowati Mahdi, et. al., Hukum Perdata (Suatu Pengantar), (Jakarta: Gitama
Jaya, 2005), hal.130.

74 Ibid., hal. 132.
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yang halal atau diperbolehkan oleh undang-undang yang menyebabkan lahirnya

perikatan contohnya dalam Pasal 1354 KUHPerdata tentang perwakilan sukarela,

sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dari pembahasan mengenai wanprestasi di atas, maka jelas bahwa

wanprestasi berada dalam lingkup perikatan yang timbul karena perjanjian,

sedangkan perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang dengan

sendirinya timbul akibat adanya ketentuan undang-undang yang didahului dengan

adanya suatu perbuatan manusia. Oleh sebab itu, bilamana suatu perjanjian

merupakan syarat untuk timbulnya kerugian, maka tidak akan terjadi perbuatan

melawan hukum, melainkan yang telah terjadi ialah wanprestasi.75 Jadi, apabila

tidak ada hubungan kontraktual (perjanjian) maka pihak yang menderita kerugian

dapat menggunakan perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatannya.76

Selain pemahaman di atas mengenai perbedaan antara wanprestasi dan

perbuatan melawan hukum, masih terdapat beberapa sisi perbedaan lainnya.

Dalam hal pembuktian, penggugat wanprestasi hanya cukup dengan membuktikan

bahwa telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian dan beban tentang tidak

terjadinya wanprestasi berada di pihak tegugat, sedangkan dalam gugatan

perbuatan melawan hukum, si penggugat wajib untuk membuktikan semua unsur-

unsur yang antara lain bahwa ia harus membuktikan adanya kesalahan pada si

tergugat.77 Dilihat dari segi tujuan gugatan, maka perbuatan melawan hukum

bertujuan untuk menempatkan penggugat pada posisi seperti semula, sehingga

ganti kerugian yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau disebut reliance

lost. Sedang dalam hal wanprestasi, diajukan untuk menempatkan penggugat pada

posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi. Dengan demikian, ganti kerugian

tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau dikenal

dengan istilah expectation lost.78

75 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 34.

76 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, cet.1, (Jakarta: Kencana,
2004), hal. 115-116.

77 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 34-35.
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Berdasarakan pemaparan di atas, dapat dengan jelas dibedakan antara

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Berbagai pemahaman mengenai

perbedaan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum menandakan juga

pentingnya pembedaan tersebut untuk diketahui oleh setiap pihak. Penggugat

sebagai pihak yang akan mengajukan harus memahami benar landasan ia dalam

mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebab, apabila penggugat tidak yakin atau

salah dalam menggunakan dasar gugatan maka pihak tergugat akan melihat hal ini

sebagai celah yang dapat dimanfaatkan untuk membantahnya. Akibatnya mungkin

saja hakim akan menolak gugatan yang telah diajukan tersebut.

2.1.5. Uraian Singkat Mengenai Larangan Ultra Petitum Partum

Larangan Ultra Petitum Partum ini banyak dibahas dalam berbagai

literatur. Namun dari sekian banyak literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah bahwa Hakim tidak boleh

mengabulkan melebihi atau mengabulkan mengenai hal-hal apa yang tidak

dituntut.

Definisi larangan Ultra Petitum Partum ini juga senada dengan pasal 178

ayat (3) HIR, yaitu:

Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut,
atau memberikan lebih daripada yang dituntut.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., juga memiliki pendapat mengenai larangan

ini yang menyatakan bahwa Hakim tidak dapat memperluas hal-hal yang menjadi

pokok sengketa, hanya peristiwa yang menjadi sengketalah yang harus dibuktikan

oleh para pihak dan Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak.79

Dari pendapat ini, dapat diartikan bahwa Hakim tidak diperbolehkan

mengabulkan apa yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi dari apa yang

diminta oleh para pihak karena apabila hal tersebut dilakukan, maka pokok

78 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, cet.1, (Jakarta: Kencana,
2004), hal. 116.

79 Sudikno Mertokusumo (b), Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. 7, (Yogyakarta:
Liberty, 2006), hal. 11-12.
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sengketa yang diajukan oleh para pihak akan meluas atau setidaknya apa yang

menjadi pokok perkara akan bertambah atau berkurang. Padahal dalam Hukum

Acara Perdata, yang menentukan pokok perkara adalah para pihak, bukan Hakim.

Terhadap keberlakuan larangan Ultra Petitum Partum ini, sebagaimana

diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR, terdapat juga pendapat yang menyatakan

bahwa larangan Ultra Petitum Partum tersebut sudah lama dikesampingkan,

bahkan seharusnya sudah tidak diberlakukan lagi. Pendapat tersebut datang dari

Soepomo, beliau menyatakan:

Larangan dari Pasal 178 ayat (3) HIR telah lama dikesampingkan karena
yurisprudensi telah mengizinkan tuntutan yang hanya meminta pemulihan
hukum saja. Selain itu, yurisprudensi mengizinkan gugatan diperbaiki atau
dibetulkan di muka Hakim sehingga Hakim dapat menyusun proses sesuai
dengan apa yang dianggap semestinya oleh Hakim.80

Berdasarkan pendapat dari Soepomo tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan

Ultra Petitum Partum ini sebaiknya tidak diberlakukan lagi secara mutlak. Namun

dalam beberapa yurisprudensi larangan ini masih tetap diberlakukan hanya saja

pemberlakuannya tidak mutlak harus seperti itu, karena yurisprudensi juga

mengatur mengenai pengecualian-pengecualian terhadap larangan Ultra Petitum

Partum ini.

Beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang kemudian dijadikan

yursprudensi, yang berhubungan dengan larangan Ultra Petitum Partum, adalah

sebagai berikut81:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 339 K/Sip/1960

Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi
hanya sebagian dari tuntutan maupun karena lebih dari yang
dituntutkan, harus dibatalkan.

80 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1989), hal. 20.

81 O. Bidara dan Martin P. Bidara, Ketentuan Perundang-undangan, Yurisprudensi-
yurisprudensi dan Pendapat Mahkamah Agung RI tentang Hukum Acara Perdata. Cet. 2, (Jakarta:
Pradnya Paramita, 1987).
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b. Putusan Mahkamah Agung No. 610 K/Sip/1968

Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas
sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang
untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak
melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR (ex aequo et bono).

c. Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971

Mengabulkan lebih daripada yang digugat adalah diizinkan, selama hal
ini masih sesuai dengan kejadian materiil.

d. Putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974

Pada dasarnya mengabulkan lebih daripada yang diminta dalam
petitum, menurut yurisprdensi dapat dibenarkan asal saja tidak
menyimpang dari posita.

e. Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975

Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan
posita. Disamping itu, dalam hukum acara pidana maupun hukum
acara perdata, Hakim bersifat aktif.

f. Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1974

Dalam hal ada tuntutan Primair dan Subsidair untuk ketertiban
beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan
Primair atau Subsidair yang dikabulkan; bukannya menggunakan
kebebasan yang diberikan oleh tuntutan Subsidair untuk mengabulkan
tuntutan Primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan
Primair.

Dari berbagai putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan larangan

Ultra Petitum Partum tersebut nampak bahwa larangan Ultra Petitum Partum ini

tetap tidak diterapkan secara mutlak dalam pertimbangan Hakim. Hakim yang

mengikuti putusan para Hakim sebelumnya tidak berarti bahwa para Hakim di
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Indonesia menganut asas the binding force of precedent82 seperti yang berlaku di

negara-negara Anglo Saxon, dimana Hakim terikat dengan putusan-putusan para

Hakim terdahulu. Adapun apabila hal ini terjadi di Indonesia dimana suatu

putusan Hakim mengikuti putusan Hakim yang terdahulu dikarenakan Hakim

tersebut merasa yakin bahwa putusan Hakim terdahulu mengenai perkara yang

sejenis adalah tepat, maka adalah pantas apabila diikuti oleh Hakim yang

kemudian.

2.2. Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Objek Gugatan Perdata

Terhadap Izin Usaha

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk

pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik,

tidak seperti rumusan pada pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365

KUHPerdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum

yang sudah lengkap.83 Jadi, penggugat apabila ingin mengajukan suatu gugatan ke

pengadilan dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, haruslah ia

memahami dengan baik terlebih dahulu konsep mengenai gugatan perbuatan

melawan hukum.agar gugatan tidak ditolak oleh hakim nantinya.

2.2.1. Izin Usaha Sebagai Tanda Bukti Hak Keperdataan

Sebenarnya terdapat kesulitan dalam menemukan definisi dari izin, seperti

dikemukakan oleh van der Pot bahwa sangat sukar membuat definisi untuk

menyatakan pengertian izin itu.84 Namun demikian, sukar memberi definisi bukan

berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata izin diartikan sebagai pernyataan

mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan sedangkan izin

82 Sudikno Mertokusumo (b), Hukum Acara Perdata Indonesia, ed. 7, (Yogyakarta:
Liberty, 2006), hal. 14.

83 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 3.

84 E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar 1957), hal.187, dalam
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
hal.167.
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usaha diartikan sebagai izin untuk melakukan kegiatan di bidang niaga dengan

tujuan mencari keuntungan.85 Utrecht memberikan pengertian izin sebagai

berikut:86

Bilamana peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi
masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang
ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi
negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin
(vergunning).

Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak

hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga

mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangan

pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang

sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini

Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari pengaturan

ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan

konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sebagai wujud dari ketetapan ini ialah

izin.87

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi

pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk

pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi dan izin untuk melakukan sesuatu usaha

yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh sebelum yang bersangkutan dapat

melakukan suatu kegiatan atau tindakan.88 Dalam hal ini, izin tetap usaha

pariwisata ialah izin untuk menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata.89

85 http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, diakses pada 10 Maret 2011.

86 E. Utrecht, op. cit., hal. 186 dalam Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor
Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.167.

87 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hal. 180.

88 Ibid., hal. 169.

89 Indonesia (a), Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Kepariwisataan,
Perda DKI No. 10 Tahun 2004, LD Provinsi DKI Jakarta No. 65 Tahun 2004, Pasal 1 angka 18.
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Berdasarkan jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat

konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak

dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tercantum

dalam ketetapan itu, atau beschikkingen welke iets toestoon wat tevoren niet

geoorloofd was90, (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya

tidak dibolehkan). Dari pengertian mengenai izin di atas, penerbitan suatu izin

tetap usaha pariwisata dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada seseorang

atau badan hukum perdata untuk melakukan suatu kegiatan di bidang pariwisata

dengan tujuan mencari keuntungan yang sebelumnya tidak dimilikinya.

2.2.2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perumusan mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) atau

onrechmatige daad tidak akan ditemukan dalam KUHPerdata, menurut M.A.

Moegni Djojodirdjo.91 KUHPerdata Buku III tentang Perikatan dalam Pasal 1365

menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut

untuk mengganti kerugiannya.92

Dari perumusan di atas, nampak bahwa KUHPerdata tidaklah memberikan

perumusan melainkan hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian

karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan

dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. 93 Hal ini

menurut Rosa Agustina dikarenakan perumusan perbuatan melawan hukum

tersebut dalam Pasal 1365 KUHPerdata lebih merupakan struktur norma daripada

90 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), hal. 180.

91 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 17.

92 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjiptosudibio, cet. 25, (Jakarta: Praduya Paramita, 1992), Pasal 1365.

93 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 17.
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substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap, oleh sebab itu ketentuan ini

senantiasa membutuhkan materialisasi di luar KUHPerdata.94

Sebelum tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum oleh Hoge

Raad diartikan secara sempit, yakni bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap

perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau merupakan tiap

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul

karena Undang-undang.95 Pengertian yang dibuat oleh Hoge Raad sebelum tahun

1919 tersebut hanya meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak

orang lain, melawan kewajiban hukum si pelaku, dan melanggar undang-undang.

Saat itu Hoge Raad yang menganut ajaran legisme mengartikan bahwa suatu

perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang samasekali tidak dapat

dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena sesuatu perbuatan

melawan hukum, sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal

yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan

masyarakat.96

Namun seiring perkembangan ilmu hukum, pengertian tentang perbuatan

melawan hukum yang sempit tersebut mendapat banyak tentangan. Salah satunya

yang mengutarakan pemahaman lain terkait perbuatan melawan hukum adalah

Molengraff. Menurut Molengraf seseorang melakukan perbuatan melawan hukum

apabila ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan

masyarakat mengenai seorang atau benda lain.97 Dengan kata lain Molengraff

berusaha memberikan pemahaman bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya

sebatas perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi juga termasuk di

94 Rosa Agustina Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 3

95 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 21.

96Hoffman, Nederlandsch Verbitenissenrecht, (Groningen: J.B Wolters
uitgerversmaatschappij, 1932) , dalam M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 21.

97 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 24.
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dalamnya perbuatan yang melanggar kesusilaan serta norma-norma kepatutan

yang ada dalam pergaulan masyarakat.

Berangkat dari adanya perluasan pemahaman tentang perbuatan melawan

hukum tersebut, kemudian Hoge Raad setelah tahun 1919, tepatnya pada 31

Januari 1919 melalui putusannya mengenai perkara Cohen dan Lindenbaum,

mengartikan perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan

hukum diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah tertulis, yaitu

perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar

hak subyektif orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak

tertulis.98 Namun, kaedah kesusilaan dan kepatutan perlu sebagai dasar penentuan

apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, karena

mungkin saja menurut undang-undang perbuatan tidak melanggar undang-undang

tetapi masyarakat menganggap perbuatan tersebut tidak patut dilakukan dan

melanggar norma kemasyarakatan.

2.2.3. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana telah dibahas di atas, maka dalam Pasal 1365 KUHPerdata

tidak menjelaskan perumusan mengenai perbuatan melawan hukum, diserahkan

kepada doktrin dan yurisprudensi lah untuk merumuskannya.99

Oleh karena itu, perlu ditelaah lagi unsur-unsur apa saja yang menjadikan

suatu perbuatan itu termasuk perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur

perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum

Seperti yang telah disebutkan di atas, secara sempit perbuatan melawan

hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang

atau merupakan tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya

sendiri yang timbul karena undang-undang. Namun kemudian perkembangan

98 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 7.

99 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 56.
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hukum menyebabkan perluasan pengertian perbuatan melawan hukum menjadi:

100

1. Melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang

khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum

diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum, baik tertulis

maupun tidak tertulis.

3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan

norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui

sebagai norma hukum. Menurut Utrecht yang dimaksud dengan

kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan

yang bukan merupakan hukum, kebiasaan atau agama.

4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas

kemasyarakatan terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus

dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan

mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang

termasuk kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang

layak;

b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi

orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu

diperhatikan.

Berdasar pemahaman di atas, maka pengertian perbuatan melawan hukum

yang berlaku sekarang ini ialah tidak hanya terbatas pada perbuatan yang

melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku dan

melanggar hukum saja, tetapi juga termasuk di dalamnya perbuatan yang

bertentangan dengan kepatutan dan kaedah-kaedah kesusilaan yang hidup dalam

masyarakat.

100 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 53 - 56.
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b. Kesalahan

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan

adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum. Sudah merupakan

tafsiran umum dalam ilmu hukum bahwa unsur kesalahan tersebut dianggap ada

jika memenuhi salah satu dari 3 (tiga) unsur, yakni adanya unsur kesengajaan, atau

adanya unsur kelalaian atau tidak ada alasan pembenar atau pemaaf padanya.101

Istilah kesalahan digunakan juga dalam arti kelalaian sebagai lawan dari

kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas

dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas yaitu bila terdapat

kelalaian dan kesengajaan, sementara kesalahan dalam arti sempit hanya berupa

kesengajaan.102 Untuk kesengajaan, mencakup sifat melawan hukum sedangkan

untuk kelalaian sudah cukup apabila seseorang pada waktu ia melakukan perbuatan

atau pada waktu ia melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat dari

perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian, sekalipun ia sudah

mengetahuinya ia tetap melakukan atau melalaikannya.103

Vollmar mempersoalkan apakah syarat kesalahan harus diartikan dalam

arti subyektifnya (abstrak) atau dalam arti obyektifnya (konkret). Dalam hal syarat

kesalahan harus diartikan dalam arti subyektifnya maka mengenai seorang pelaku

pada umumnya dapat diteliti apakah keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga

menyadari dengan penuh akan perbuatannya dan apakah pelaku pada umumnya

dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan dalam arti objektif meneliti apakah

pelaku saat melakukan kesalahannya berbuat lain dari yang seharusnya dilakukan

pada umumnya dan apakah pelaku dapat mencegah akibat dari perbuatannya.

Suatu kesalahan dianggap memiliki unsur kesengajaan apabila memenuhi

elemen-elemen sebagai berikut: 104

101 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung:
Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), hal.47.

102 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 64.

103 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 66.

104 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung:
Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), hal.47
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1. Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan.

2. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi bukan hanya adanya

perbuatan saja.

3. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan

konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan

tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Dengan demikian dapat dikataan bahwa kesalahan dengan unsur

kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang tindakan beserta akibatnya

dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan kesalahan dikatakan memiliki unsur

kelalaian apabila memenuhi hal-hal berikut: 105

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya

dilakukan.

2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (duty of care).

3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian tersebut.

4. Adanya kerugian bagi orang lain.

5. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau tidak melakukan

perbuatan dengan kerugian yang timbul.

c. Kerugian

Munir Fuady menuliskan ada 3 (tiga) bentuk ganti kerugian terhadap

perbuatan melawan hukum, antara lain: 106

i.Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi yang diberikan atas perbuatan

melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur

kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban,

maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan

rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

ii.Ganti rugi kompensasi, yaitu ganti rugi yang merupakan pembayaran

kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami

oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum (aktual).

105 Ibid., hal.73.

106 Ibid., hal 135.
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Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban,

kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk di dalamnya

penderitaan mental seperti stress, malu, jatuhnya nama baik, dan lain-lain.

iii.Ganti rugi penghukuman, merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar

yang melebihi dari jumlah kerugian sebenarnya. Ganti rugi penghukuman

ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau

sadis. Misalnya terhadap kasus penganiayaan berat atas seseorang tanpa

rasa perikemanusiaan.

Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

menunjukkan adanya segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian

karena wanprestasi, tapi juga berbeda dalam beberapa hal.107 Namun demikian,

aturan yang digunakan untuk ganti kerugian ini adalah, dengan secara analogis

mempergunakan peraturan ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam

Pasal 1243 – 1252 KUHPerdata.108 Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 1365

KUHPerdata tidak menentukan dengan jelas dan tegas berapa ganti rugi yang

diterima oleh seorang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa109 :

1. Uang dan dapat dengan uang pemaksa.

2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).

3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa).

4. Dapat diminta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat

melawan hukum.

Kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan melawan hukum orang lain

tidak hanya dalm bentuk kerugian materiil saja, namun juga dalam bentuk

kerugian imateriil, sehingga tidak hanya berbentuk harta kekayaan saja.110 Ganti

107 M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 73.

108 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 85.

109 Ibid.

110 Suharnoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, cet.1, (Jakarta: Kencana,
2004), hal. 121-122.

Kewenangan badan ..., Omar Syarief, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



42

Universitas Indonesia

rugi imateriil merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat

diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim,

tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah “wajar”.111

Kewajaran tersebut tersebut menurut Munir Fuady tergantung pada beberapa hal,

antara lain sebagai berikut112 :

1. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban.

2. Status dan kondisi di mana perbuatan melawan hukum terjadi.

3. Situasi dan kondisi mental dari korban.

4. Situasi dan kondisi mental dari pelaku.

5. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum.

6. Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan atau

kelalaian.

Namun demikian, penentuan besar kerugian akibat perbuatan melawan hukum

tetap bergantung pada keputusan dan kebijaksanaan hakim.

d. Hubungan Sebab - Akibat

Hubungan sebab-akibat (kausal) merupakan faktor yang mengaitkan antara

kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain. Masalah hubungan kausal

ini menjadi isu sentral dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum karena

fungsinya untuk menentukan apakah seorang tergugat harus bertanggung jawab

secara hukum atas tindakannya yang menyebabkan kerugian terhadap orang

lain.113 Karena rumitnya teori yuridis dan aplikasi dari masalah hubungan kausal

ini, maka para ahli mencoba untuk memberikan pedoman dengan teori-teori

sebagai berikut:

a. Teori But For atau sine qua non

Teori yang dikemukakan oleh Van Buri ini melihat bahwa setiap

penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan

111 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, (Bandung:
Penerbit Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 143.

112 Ibid.

113 Ibid., hal 111-112.
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penyebabnya secara faktual, asalkan kerugian tidak akan pernah ada

tanpa ada penyebabnya.114 Namun karena terlalu luasnya ajaran Von

Buri maka ajaran tersebut telah ditinggalkan dalam bidang hukum

perdata maupun pidana.115

b. Teori Adequat

Penganut teori ini berpandangan bahwa perbuatan yang harus

dianggap sebagai akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang

dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menetukan perbuatan yang

seimbang adalah perhitungan yang layak.116

c. Teori Toerekening naar redelijkheid (pertanggungjawaban secara

layak)

Teori yang disampaikan Koster dalam pidato pengukuhannya

berpegangan pada “pertanggungjawaban secara layak”, yang harus

memperhatikan faktor-faktor:117

i. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;

ii. Sifat kerugian;

iii. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga;

iv. Beban seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk

membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan

finansial pihak yang dirugikan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ganti kerugian dapat diterima pihak

yang dirugikan karena suatu perbuatan melawan hukum jika ada hubungan kausal

antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkan.

114 Ibid., hal. 113.

115 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 92.

116 Ibid.

117 Ibid., hal 94-95.
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2.2.4. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Pencabutan Izin

Usaha

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap suatu

permohonan penerbitan izin usaha salah satunya dapat berupa dikeluarkannya

suatu pernyataan tidak dapat diterimanya permohonan izin usaha tersebut.

Pernyataan tidak dapat diterima akan diberikan, bila izin yang diminta tidak dapat

diberikan karena alasan formal yang terletak di luar dasar-dasar penolakan dalam

sistem perizinan. Pernyataan tidak dapat diterima dapat disebabkan oleh hal-hal

berikut :

1. Permohonan bukan diajukan oleh yang berkepentingan.

2. Instansi yang diminta untuk memberi izin jelas tidak berwenang.

3. Permohonan mengandung hal-hal yang bertentangan dengan norma

yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka suatu izin usaha yang telah

diterbitkan sekalipun dapat dipermasalahkan keabsahannya sebagai suatu

keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya dengan

mengajukan gugatan di pengadilan. Penyelesaian sengketa keabsahan penerbitan

suatu izin usaha yaitu dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan

hukum terhadap status izin usahanya.

Gugatan perbuatan melawan hukum sebagai dasar pemeriksaan perkara

terhadap penerbitan suatu izin usaha perlu memperhatikan semua unsur dalam

pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan terhadap izin usaha dengan obyek perbuatan

melawan hukum harus memuat perbuatan melawan hukum yang melanggar

undang-undang maupun melanggar hak subyektif orang lain atau nilai-nilai

kesusilaan, kewajiban hukum, serta kepatutan dalam masyarakat. Gugatan yang

diajukan harus menjabarkan adanya perbuatan pihak lain yang melanggar norma

atau hukum berlaku baik yang berada di dalam sistem perizinan itu sendiri

dan/atau yang hidup dalam masyarakat.

Apabila pelanggaran norma atau hukum tersebut dilakukan dengan

kesengajaan dalam sengketa penerbitan izin usaha ini, maka penggugat harus

membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat itu merupakan
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suatu kesadaran yang didasari pada kehendak si pelaku untuk tetap menerbitkan

izin tersebut sehingga mengakibatkan izin tersebut tidak sah untuk dimiliki.

Sejatinya sengketa kepemilikan izin usaha dikategorikan sebuah perbuatan

melawan hukum apabila terbukti bahwa terdapat kerugian yang dapat dituntut.

Kerugian yang secara nyata timbul berupa biaya-biaya yang dikeluarkan, bunga,

maupun kerugian yang dapat dinilai secara materiil lainnya, sedangkan kerugian

imateriil dapat dilihat dari kerugian yang tidak nampak secara nyata tetapi dapat

dirasakan oleh pihak yang dirugikan, seperti misalnya pelecehan suatu agama atas

terbitnya izin usaha tersebut. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum tanpa

kerugian tidaklah dapat dituntut. Kerugian merupakan syarat mutlak adanya

perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat.

Dari unsur perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang berasal

dari kesalahan sehingga menimbulkan akibat harus ada hubungan sebab akibat.

Hubungan antara akibat yang timbul dengan adanya penyebab haruslah sejalan

serta memiliki hubungan yang sedemikian rupa berupa hubungan hukum sehingga

pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum tersebut.

Apabila semua unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar

gugatan telah terpenuhi maka dalam prakteknya penggugat meminta kepada

hakim untuk menyatakan tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum apapun

beserta akibat-akibat hukum lainnya. Sebuah izin usaha apabila dinyatakan tidak

sah maka secara hukum sudah lumpuh. Dengan perkataan lain, hak atas suatu izin

usaha yang dinyatakan tidak sah tersebut sudah tidak lagi memiliki keberlakuan

secara yuridis.

2.3. Pemerintah Sebagai Subjek Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Penguasa sebagai badan hukum publik mempunyai 2 (dua) jenis tugas dan

kewajiban yaitu dalam lapangan hukum publik dan tugas yang bersifat hukum

privat.118 Penguasa dalam menjalankan tugasnya dalam hukum privat telah

bergaul dalam masyarakat seperti badan-badan hukum lainnya dan dalam

menjalankan tugasnya sebagai orang partikelir maka tindakan penguasa juga dapat

118 M.A. Moegni Djojodirdjo Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1979), hal. 184.
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dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata seperti badan

hukum lainnya.

Penguasa turut serta dalam pergaulan hidup masyarakat secara dua

macam119:

a. Secara sama dengan hukum partikelir seperti jual-beli barang, sewa-

menyewa barang dan lain sebagainya;

b. Secara tindakan dalam kedudukannya sebagai pemerintah (penguasa).

Indonesia sebagai negara hukum dimana tiap warga negara berkedudukan

sama dan harus mendapat perlindungan hukum terhadap penerapan undang-

undang yang salah, pelampauan wewenang, dan terhadap kesewenang-wenangan

pemerintah. Pemerintah yang dalam pergaulannya dengan masyarakat

dilaksanakan oleh perlengkapannya terkadang menimbulkan kerancuan dalam

menetapkan batasan-batasan sampai di mana pemerintah dapat dikatakan

bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alat-alat

perlengkapannya. Untuk itu perlu dilihat kembali dalam beberapa arrest Hoge

Raad yang terkenal agar batasan-batasan tersebut dapat diperjelas:

1. Arrest 10 Mei 1901

Kotapraja Amsterdam telah memerintahkan seorang pemilik rumah

untuk memperbaiki dinding bangunannya, tetapi perintah ini diabaikan

oleh si pemilik rumah dan karenanya pemerintah Kotapraja

Amsterdam kemudian bertindak dengan membongkarnya. Atas

tindakan Kotapraja ini pemilik rumah kemudian mengajukan gugatan

ganti rugi karena peraturan yang digunakan Kotapraja tidak sah.

Kemudian Hoge Raad memutuskan, bahwa jika benar peraturan yang

digunakan Koptapraja tidak sah, maka perbuatan penguasa tersebut

adalah melawan hukum.

2. Arrest 9 November 1917

Seorang tentara telah dirawat di rumah sakit tentara karena menderita

kecelakaan dan sebagai akibat dari perawatan yang salah ia menjadi

119 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2000),
hal. 77.
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cacat. Kemudian digugatlah pemerintah Belanda oleh tentara tersebut.

Dalam keputusannya Hoge Raad memberikan pertimbangan bahwa

Negara dalam tujuannya mendirikan lembaga kesehatan untuk

memelihara kepentingan orang-orang yang bekerja bagi pertahanan

Negara dan lebih jauh lagi tujuannya adalah untuk melaksanakan

tugasnya dalam lapangan hukum publik, akan tetapi hal ini tidak

meniadakan bahwa Negara dengan demikian turut campur dalam

pemeliharaan kesehatan yang bukan merupakan pekerjaan yang hanya

dapat dilaksanakan oleh Negara. Jadi kedudukan Negara dalam hal ini

sejajar dengan orang yang dengan sukarela memelihara kesehatan

orang lain dan karenanya kelalaian penguasa terhadap pihak yang

dirugikan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum perdata.

Namun demikian, adanya arrest ini belum mampu menghapuskan keraguan

diantara para sarjana yaitu apakah pelanggaran kewajiban bersifat hukum publik

yang dilakukan oleh penguasa merupakan perbuatan melawan hukum. Tetapi

kemudian keragu-raguan ini akhirnya dapat dihilangkan dengan adanya

Ostermann Arrest.

3. Ostermann Arrest (Arrest Hoge Raad 20 November 1924)

Seseorang bernama Ostermann ingin mengekspor barang-barang, maka

ia mendaftarkan barang-barang itu kepada pegawai negeri yang

bersangkutan di Amsterdam agar mendapat izin untuk membawa

keluar barang-barang tersebut ke luar negeri. Tetapi pegawai tersebut

tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk

mendapat izin itu. Dengan ini Ostermann merasa dirugikan oleh

pegawai negeri tadi, kemudian menggugat Negara (Belanda) untuk

mengganti kerugian tersebut. Pengadilan dalam tingkat pertama dan

tingkat banding menentukan, bahwa gugatan ini tidak dapat diterima

oleh karena yang diutarakan oleh penggugat hanyalah suatu tindakan

pegawai negeri yang mengakibatkan suatu kewajban di lapangan

hukum publik.
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Dalam tingkat Kasasi Hoge Raad menentukan, bahwa gugatan

Ostermann dapat diterima dengan alasan seorang yang melanggar

suatu peraturan undang-undang dapat dianggap melakukan perbuatan

melawan hukum, dengan tidak memerdulikan peraturan yang dilanggar

itu berada di lapangan hukum publik atau hukum perdata, seperti juga

seorang yang melanggar hukum pidana dapat juga dikatakan

melakukan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365

KUHPerdata.

Dengan adanya Ostermann Arrest ini hilanglah keraguan yang ada saat itu

di Negeri Belanda tentang apakah penguasa yang melanggar kewajiban yang

bersifat hukum publik adalah perbuatan melawan hukum atau tidak. Dengan kata

lain, setelah adanya Ostermann Arrest ini, seluruh objek hukum, baik yang

bersifat hukum privat maupun hukum publik harus bertanggung jawab atas

tindakan-tindakan mereka yang melanggar hukum.

2.4. Kompetensi Peradilan Umum Dalam Menerima Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum Oleh Pemerintah

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih sering terjadi dan

sudah merupakan suatu kenyataan, bahwa kerap kita mendengar adanya suatu

instansi pemerintah yang digugat di muka hakim perdata yang bebas berdasar

Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam banyak situasi, apabila suatu pihak tidak dapat menerima

perlakuan dari suatu tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (pemerintah)

terhadapnya atau ia merasa berhak mendapatkan ganti kerugian akibat perbuatan

yang dilakukan oleh pemerintah, maka pihak tersebut akan mengajukan gugatan

perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan yang

semacam ini telah dilakukan sejak abad yang lalu di negeri Belanda berdasar pada

Pasal 1401 Nederland BW.120

120 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2000), hal. 39.
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Kenyataan yang demikian disebabkan dengan adanya suatu pendapat

umum yang sudah mantap dan berakar kuat dalam hukum masyarkat yang sudah

berjalan puluhan tahun, yaitu: kalau bukan kepada Hakim Perdata, lalu kepada

Hakim yang mana masyarakat ini dapat mengajukan keluhannya mengenai

tindakan-tindakan penguasa yang dianggapnya telah melanggar hak-hak atau

kepentingan-kepentingannya?121

2.4.1. Kompetensi Peradilan Umum Dalam Menerima Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebelum Berlakunya UU No. 5

Tahun 1986

Banyaknya gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum

yang dilakukan oleh pemerintah telah menyebabkan berkembangnya ajaran

tentang perbuatan melawan hukum yang dipertajam ke arah perbuatan melawan

hukum yang dilakukan oleh penguasa. Agar gugatan yang demikian dapat

diterima oleh Hakim Perdata, maka ada beberapa hal yang perlu dipenuhi:122

1. Hakim Perdata bersangkutan harus berwenang memeriksa gugatannya;

2. Perbuatan penguasa yang digugat harus bersifat melawan hukum,

artinya bertentangan dengan norma hukum (tertulis maupun tidak

tertulis) yang berlaku, yang dimaksudkan untuk melindungi

kepentingan Penggugat;

3. Kerugian yang diderita penggugat itu disebabkan oleh kesalahan

Tergugat atau menjadi risiko Tergugat yang harus ditanggungnya;

4. Harus terbukti bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan pihak yang

bersalah tersebut dengan (kejadian yang menimbulkan) kerugian yang

diderita Penggugat;

5. Harus terbukti bahwa kerugian tersebut memang benar terjadi.

Adanya pemahaman mengenai kewenangan Hakim Perdata dalam menangani

gugatan ganti rugi yang demikian didasari oleh suatu penafsiran mengenai

121 Ibid., hal. 44.

122 Ibid., hal. 39
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ketentuan Pasal 2 Rechterlijke Organisatie Nederland (RO) jo. Pasal 165 GW

Nederland yang berbunyi:123

Pemeriksaan dan pemutusan semua sengketa mengenai hak milik
(eigendom) atau hak-hak yang lahir dari padanya, mengenai piutang-
piutang atau hak-hak keperdataan...adalah semata-mata diserahkan kepada
Kekuasaan Kehakiman.

Namun ternayata, Raja di Negeri Belanda saat itu tidak menyukai sikap Hakim

Perdata yang berdasarkan Pasal 2 RO tersebut menganggap kewenangan yang

dimilikinya begitu luas dan oleh karena itu Hoge Raad mulai sedikit demi sedikit

mempersempit penafsirannya. Penyempitan penafsiran Pasal 2 RO ini mulai

nampak dalam Arrest-nya tahun 1915 Guldemond/Noordwijkerhout 31 Desember

1915, yang mengadili tuntutan ganti rugi oleh Guldemond atas perbuatan

Gemeente yang menutup saluran air miliknya. Gugatan Guldemond ini didasarkan

pada objek gugatan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan Hoge Raad yang

menerima gugatan tersebut, yaitu sebagai berikut:124

1. Dalam kasus itu ada sengketa menurut pengertian Pasal 2 RO karena

pihak yang satu mendalilkan mempunyai suatu hak dan pihak lawan

membantahnya.

2. Objek dari sengketa dalam hal ini adalah pemilikan atas saluran air

milik Guldemond, walaupun gangguan itu disebabkan oleh

pelaksanaan dari Pasal 179h UU Gemeente yang bersangkutan.

3. Karena pemilikan adalah suatu hak keperdataan, maka berdasar Pasal 2

RO Hakim Perdata lalu menjadi berwenang mengadili gugatan

tersebut.

Jalan pemikiran Hoge Raad ialah bahwa menurut Pasal 2 RO, wewenang

Hakim Perdata itu semata-mata ditentukan oleh objek sengketa yang terjadi,

123 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2000), hal. 40.

124 Ibid., hal. 42.
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artinya hak yang dimohonkan perlindungan oleh Penggugat dan bukan sifat dari

hukum atas dasar mana Tergugat mendalilkan bantahannya (Objectum Litis).125

Kemudian pemikiran hukum bahwa berwenangnya Hakim Perdata dalam

menangani gugatan ganti rugi yang demikian tetap dianut sejak sebelum Perang

Dunia II oleh badan-badan peradilan perdata di Indonesia hingga saat berlakunya

UU No. 5 Tahun 1986.

2.4.2. Kompetensi Peradilan Umum Dalam Menerima Gugatan Perbuatan

Melawan Hukum Oleh Pemerintah Setelah Berlakunya UU No. 5

Tahun 1986

Mulai era 90-an, tepatnya pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-undang No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 14 Januari 1991,

kewenangan peradilan umum dan hakim perdata khususnya dalam menerima

gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menjadi terlimitasi. Mulai

beroperasinya Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menjadikan

peran Hakim Perdata hanya sebagai pengisi kekosongan segi-segi perlindungan

hukum yang tidak dapat dilakukan oleh Hakim Tata Usaha Negara. Fungsi

mengisi kekosongan yang dilakukan Hakim Perdata itu tetap memiliki arti

penting, antara lain dalam hal: 126

a. Yang digugat itu perbuatan pemerintah yang bukan merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara menurut pengertian Pasal 1 angka 3 UU

No. 5 Tahun 1986.127

Setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1986, maka tidak semua

perbuatan pemerintah itu dapat digugat di muka Hakim Perdata.

Apabila yang disengketakan itu suatu penetapan tertulis, maka tuntutan

ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya suatu penetapan tertulis harus

125 Ibid., hal. 43.

126 Ibid., hal. 49

127 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ini kemudian tercantum dalam Pasal 1
angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986.
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diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu untuk

diputuskan apakah penetapan tertulis yang menimbulkan kerugian

kepada Penggugat itu bersifat melawan hukum atau tidak. Hal ini

menandakan bahwa baru setelah penetapan tertulis yang demikian itu

dibatalkan oleh Hakim Tata Usaha Negara, barulah Hakim Perdata

berwenang memeriksa tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi yang

diajukannya.128 Apabila dahulu sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun

1986, Hakim Perdata berwenang untuk mengadili setiap tuntutan ganti

rugi yang disebabkan oleh setiap macam perbuatan pemerintah

(termasuk penetapan tertulis) yang diajukan oleh siapapun, maka

sekarang setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 ini Hakim Perdata

tidak lagi berwenang mengadili tentang sifat melawan hukum atau

tidak dari suatu penetapan tertulis yang disengketakan. Hakim Tata

Usaha Negara-lah yang semata-mata berwenang untuk mengadili

gugatan semacam itu. Jadi, apabila ada suatu tuntutan ganti rugi

sebagai akibat dikeluarkannya suatu penetapan tertulis ke Hakim

Perdata, maka bagi Hakim Perdata secara apriori sudah harus

memastikan bahwa penetapan tertulis yang bersangkutan itu benar

telah diputuskan bersifat melawan hukum. Sebab, untuk menentukan

apakah penetapan tertulis yang bersangkutan itu bersifat melawan

hukum atau tidak, sudah tidak termasuk ke dalam kewenangan Hakim

Perdata.129

b. Yang digugat itu soal eksekusi putusan Hakim Tata Usaha Negara

dalam bentuk tuntutan ganti rugi akibat tidak dilaksanakannya suatu

putusan Hakim Tata Usaha Negara.

Hakim Perdata juga dapat menetapkan sejumlah uang paksa terhadap

penguasa yang dikalahkan sebagai sarana upaya paksa agar penguasa

tersebut menaati pelaksanaan putusannya.

128 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2000), hal. 49.

129 Ibid., hal.50.
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c. Yang digugat itu mengenai tuntutan ganti rugi yang sebenarnya

diderita Penggugat. Jadi, disamping tuntutan ganti kerugian yang

sudah pernah diajukan ke Hakim Tata Usaha Negara.

Ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh Hakim Tata Usaha

Negara adalah terbatas sifatnya. Pada proses perdata, karena

dimungkinkannya membuktikan besarnya kerugian yang diderita

Penggugat itu sedekat mungkin dengan kerugian yang sebenarnya

diderita oleh Penggugat.

Akibat berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara tersebut maka Hakim Perdata diharuskan untuk lebih teliti dan konsisten

dalam menerima perkara-perkara mana yang termasuk kewenangannya.

Ketentuan dalam Pasal 134 HIR mengenai atribusi kekuasaan hakim mengatur

bahwa jika hal yang dituntut oleh penggugat itu menurut hukum tidak boleh

diperiksa oleh Pengadilan Negeri, oleh karena Pengadilan Negeri tidak berkuasa

memeriksanya, maka eksepsi dapat diajukan sewaktu-waktu sepanjang perjalanan

pemeriksaan perkara, bahkan hakim wajib, berhubung dengan jabatannya

(ambtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak

menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara.130

Jadi, apabila suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut

tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim tersebut harus

menyatakan dirinya tidak berwenang secara ex officio untuk memeriksanya dan

tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang

ketidakberwenangannya itu. Selain itu, setiap saat selama persidangan

berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa hakim tidak berwenang memeriksa

perkara tersebut.131

130 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradya Paramita,
1989), hal. 49-50.

131 Reglemen Indonesia Yang Dibaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh
M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1992), Pasal 134.
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BAB 3

KOMPETENSI BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM

MENGADILI GUGATAN PENCABUTAN IZIN USAHA

3.1. Tinjauan Umum Tata Usaha Negara

Walaupun dalam konstitusi (UUD 1945) tidak terdapat pasal-pasal yang

dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara

hukum, namun dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara

Republik Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas

kekuasaan belaka.

Sementara itu, menurut F.J. Stahl terdapat 4 unsur penting yang harus

dipenuhi oleh sebuah negara hukum formal, yaitu:132

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia;

2. Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;

3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan unsur ke-empat di atas, Montesquieu berpendapat dalam

bukunya “L’Esprit des Lois” (1748) bahwa dikenal pembagian kekuasaan negara

modern dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu legislatif, eksekutif dan yudisial.133

Kekuasaan yudisial atau kehakiman menjadi pilar ketiga dalam sistim kekuasaan

negara modern dan merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri

bahkan menjadi harapan bagi Montesquieu apabila antara cabang kekuasaan

legislatif, eksekutif dan khususnya yudikatif terdapat suatu pemisahan kekuasaan

yang ekstrem.134 Dalam konsideran Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009

132 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007), hal.12-13.

133 O.Hood Phillips, Paul Jackson and Patricia Leopold, Constitutional and
Administrative Law, (London: Sweet & Maxwell, 2001), hal. 10-11, dalam Jimly Asshiddiqie,
Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal 13.
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tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (UU No. 51 Tahun 2009) menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan
berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyrakat.135

Konsideran dalam UU No.51 Tahun 2009 di atas menegaskan bahwa

independensi, kebebasan dan tidak dipengaruhi oleh perangkat kekuasaan lain

menjadi landasan bagi penerapan kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk di

dalamnya badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 7 UU No. 51 Tahun 2009 menuliskan Tata Usaha Negara

adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan

urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah136, sehingga dalam Pasal 144

UU. No.5 Tahun 1986 dinyatakan UU Peradilan Tata Usaha Negara dapat disebut

UU Peradilan Administrasi Negara.137

3.2. Pengertian Sengketa dan Gugatan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa

antar Pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat

dari adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak

warga negaranya.138 Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah:139

134 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Konstitusi Press,
2006) hal. 44-45.

135 Indonesia (f), Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN
No. 5079, Konsideran a.

136 Indonesia (f), Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN
No. 5079, Pasal 1 angka 7.

137 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, Pasal 144.

138 W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya, 2002), hal. 1.
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1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber

dari hak-hak individu;

2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang

didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup

dalam masyarakat tersebut.

Di Indonesia sendiri, selama kurun waktu sebelum 14 Januari 1991,

perkara-perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechmatige

overheidsdaad) dan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara masuk dalam

lingkup kewenangan badan peradilan umum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

MA No. 634/K/Sip/1973 tanggal 19 November 1973 yang menyatakan karena

Pengadilan Administrasi belum terbentuk, maka Pengadilan Umum berwenang

untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum dari pemerintah.140 Lebih

lanjut Putusan MA No. 981/K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974 menuliskan

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat negara tunduk

pada yuridiksi Pengadilan Negeri/Umum.141 Tetapi dengan diundangkannya UU

No. 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara yang diterapkan dengan

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991, dimulailah pelaksanaan Peradilan Tata

Usaha Negara.142 Setelah efektifnya UU No. 5 Tahun 1986 berlaku maka terjadi

pembagian kekuasaan antara badan peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha

Negara. Dengan pembagian kewenangan mengadili (kompetensi), maka secara

khusus Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kendali terhadap sengketa di

bidang Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No.

51 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

139 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, Penjelasan Umum angka 1.

140 Z.A. Sangadji, Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha
Negara Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003),
hal. 10.

141 Ibid.

142 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 12
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Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan
atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.143

Menurut Rozali Abdullah, pada hakikatnya sengketa Tata Usaha Negara

adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara

yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.144 Lebih

lanjut berdasarkan hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:145

a. Yang dapat digugat dihadapan Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

b. Sengketa yang dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah

sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha

Negara, bukan sengketa mengenai kepentingan hal.

Dengan demikian, kedudukan dari para pihak yang bersengketa dalam

Peradilan Tata Usaha Negara ialah orang atau badan hukum perdata sebagai

penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat.

Kedudukan yang demikian adalah baku, dalam artian tidak mungkin Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara berada dalam posisi sebagai penggugat dan melakukan

gugatan terhadap orang atau badan hukum perdata. Begitupun dengan

ketidakmungkinan yang bersengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu

adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melawan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara lainnya ataupun orang atau badan hukum perdata melawan orang

atau badan hukum perdata lainnya.

Oleh karena itu, gugat balik (gugat rekonvensi) yang dikenal dalam

Hukum Acara Perdata tidak ada dalam sengketa Tata Usaha Negara karena dalam

gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut bukan lagi Badan atau Pejabat Tata Usaha

143 Indonesia (f), Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN
No. 5079, Pasal 1 angka 10.

144 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007), hal 5.

145 Ibid.
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Negara yang digugat, tetapi adalah warga masyarakat atau badan hukum

perdata.146

3.2.1. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara

Mengingat bahwa sengketa Tata Usaha Negara selalu berhubungan dengan

Keputusan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan Tata Usaha Negara juga

berkaitan dengan kapan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini

dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 1986 menyatakan bahwa gugatan Tata Usaha

Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari

terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang bersangkutan.147 Bagi penggugat, pengertian sejak saat

diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan itu perlu diteliti

mengenai:148

a. apakah keputusan yang disampaikan tersebut memang berupa suatu

Keputusan Tata Usaha Negara yang positif telah dikeluarkan, ataukah

b. merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif menurut Pasal 3

ayat (2) atau merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut

Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986.

Hal tersebut sangat menetukan saat dimulainya penghitungan tenggang waktu 90

(sembilanpuluh) hari tersebut.

Metode penghitungan tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari untuk

pengajuan gugatan (Pasal 55 dan Pasal 3) adalah meliputi sebagai berikut:149

146 Ibid., hal 5-6.

147 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429, Pasal 55.

148 Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 57, dalam W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), hal. 45.

149 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2000), hal. 61, dalam W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), hal. 45-46. Lihat juga Martiman Prodjohamidjojo,
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1. Untuk keputusan positif (berwujud, Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun

2009) maka, saat mulai dihitungnya 90 (sembilanpuluh) hari adalah

menurut bunyi rumusan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 penjelasan,

yaitu:

a. sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat

itu yang memuat nama penggugat.

b. sejak hari pengumuman keputusan tersebut dalam hal peraturan

dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus

diumumkan.

2. Untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang telah melewati upaya

administratif (Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986), tenggang waktu 90

(sembilanpuluh) hari dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata

Usaha Negara yang diputus dari instansi pemutus upaya administratif

tersebut.

3. Untuk keputusan fiktif (Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986), penghitungan

tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari tesebut harus dilihat apakah

dalam peraturan dasarnya ditentukan mengenai batasan tenggang

waktu keharusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengadakan

reaksi atas suatu permohonan yang telah masuk. Sehingga,

penghitungan tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari tersebut adalah

sebagai berikut (Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta penjelasan Pasal 55

UU No. 5 Tahun 1986):

a. Jika ada ketentuan tenggang waktu harus mengeluarkan keputusan,

maka, tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari dihitung sejak

habisnya kesempatan mengambil keputusan itu, yaitu setelah

lewatnya tenggang waktu yang dihitung sejak tanggal diterimanya

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1993), hal. 58. Lihat
pula Wicipto Setiadi, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 1994), hal. 108.
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permohonan yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) UU No. 5 Tahun

1986).150

b. Jika tidak ada ketentuan tenggang waktu untuk mengambil

keputusan yang dimohon, maka, tenggang waktu 90

(sembilanpuluh) hari dihitung setelah lewatnya batas waktu empat

bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang

besangkutan. (Pasal 3 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986).

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1991

tentang petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986

tanggal 3 Juli 1991 diadakan penghalusan mengenai tenggang waktu sebagaimana

diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986. Penghalusan jangka waktu yang

diatur SEMA No. 2 Tahun 1991 adalah

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu
sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia
merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan
mengetahui adanya Keputusan tersebut.151

Penghalusan ini menurut Indroharto dimaksudkan untuk lebih memenuhi

rasa keadilan berupa kesempatan menggugat bagi pihak ketiga.152 Lebih lanjut,

dengan diajukannya suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada

prinsipnya tidak menyebabkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara menjadi

tertunda pelaksanaanya. Selama Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum

dinyatakan tidak sah (melawan hukum) dengan keputusan hakim yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

150 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah
mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan
telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani
permohonan yang telah diterimanya. (Penjelasan Pasal 3 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986).

151 Indonesia (i), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, SEMA No. 2 Tahun 1991, Poin V angka 3.

152 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2000), hal. 56-57.
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tetap diangap sah sehingga harus tetap dilaksanakan. Namun, penggugat dapat

mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut selama proses pemeriksaan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara

berlangsung, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Permohonan semacam ini dapat dikabulkan hakim apabila hakim menilai bahwa

ada suatu kepentingan yang sangat mendesak yang menyebabkan penggugat

sangat dirugikan.153

Dari dua ketentuan di atas yaitu UU No. 5 Tahun 1986 dan SEMA No. 2

Tahun 1991, nampak bahwa pembuat undang-undang ingin mengakomodir dua

kepentingan yang berbeda, yaitu sisi kepentingan masyrakat menyangkut masalah

kepastian hukum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara dan sisi kepentingan

individual dalam arti untuk melindungi hak-hak perseorangan yang terkena akibat

hukum dari dikeluarkannya atau tidak dikeluarkannya suatu Keputusan Tata

Usaha Negara.154

3.2.2. Syarat-syarat Gugatan Tata Usaha Negara

Gugatan Tata Usaha Negara di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 11

UU No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa gugatan adalah permohonan

yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan

ke pengadilan untuk mendapat putusan.155 Dalam Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986

terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam gugatan Tata Usaha

Negara yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain:156

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau

kuasanya;

153 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 49-51.

154 W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya, 2002), hal. 47.

155 Indonesia (f), Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN
No. 5079, Pasal 1 angka 11.

156 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429, Pasal 56.
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b. nama, jabatan, dan tempat tinggal tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, perlu diperhatikan

mengenai kedudukan pihak tergugat. Apabila hal ini tidak diperhatikan dan terjadi

kekeliruan dalam menentukan daerah hukum tergugat, maka dapat berakibat

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh sebab itu penting sekali untuk

menentukan secara tepat kedudukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

bersangkutan agar gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang

sesuai daerah hukumnya.

Mengenai surat gugatan diatur juga dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 yang

memberikan petunjuk, antara lain:

a. Suatu surat gugat itu tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal

itu tidak disyaratkan oleh undang-undang;

b. Pada kepala surat gugat, alamat kantor Pengadilan Tata Usaha Negara

atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus ditulis secara

lengkap, termasuk kode posnya, walaupun mungkin kotanya berbeda;

c. Indentitas penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat

gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU No. 5 Tahun

1986. Dalam identitastersebut harus dicantumkan dengan jelas alamat

yang dituju secara lengkap agar memudahkan pengiriman turunan surat

gugatan dan panggilan-panggilan kepada pihak-pihak yang

bersangkutan;

d. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman

model surat guagtan, maka dalam surat gugatan harus disebutkan

terlebih dahulu nama dari pihak penggugat pribadi dan kemudian baru

nama dari kuasa yang mendampinginya. Hal ini dimaksudkan agar

tampak jelas siapa saja pihak yang berperkara.

Gugatan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis dengan menggunakan

bahasa Indonesia.157 Dalam hal seorang penggugat buta huruf dan tidak mampu

157 Indonesia (j), Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun
1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004,
TLN No. 4380, Pasal 53.
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membayar jasa pengacara, yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk membuat dan

merumuskan gugatannya.158 Dalam hal demikian, si penggugat tetap

membubuhkan cap jempol pada penutup surat gugatan yang telah disusun oleh

Panitera.

3.2.3. Alasan Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, seorang atau badan

hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata

Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.159 Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) dalam

Undang-undang yang sama menyebutkan 2 (dua) alasan yang dapat digunakan

dalam menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara ke PengadilanTata Usaha

Negara, yaitu:160

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1986

menyebutkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila

keputusan yang bersangkutan:161

158 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 48.

159 Indonesia (j), Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun
1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004,
TLN No. 4380, Pasal 53 ayat 1.

160 Ibid., Pasal 53 ayat 2.

161 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429, Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a.

Kewenangan badan ..., Omar Syarief, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



64

Universitas Indonesia

a. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang bersifat prosedural/formal.

b. Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

yang bersifat materiil/substansial.

c. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak

berwenang. Ketidakberwenangan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara disini dalam artian tidak berwenang/cacat mengenai

kewenangan secara ratione materie, ratione loci, maupun ratione

temporis.162

Cacat mengenai kewenangan ratione materie yaitu apabila suatu Keputusan Tata

Usaha Negara tidak ada dsasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau

apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang mengeluarkannnya.163 Cacat

mengenai kewenangan ratione loci, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang

diambil tersebut menyangkut hal yang berada di luar batas wilayah (geografis)

dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, sedangkan

cacat mengenai kewenangan ratione temporis, yaitu Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum

atau sudah tidak berwenang lagi mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha

Negara, misalnya karena lampaunya jangka waktu atau menerapkan peraturan lain

sementara itu sudah keluar peraturan baru.164

Selanjutnya alasan kedua yang dapat digunakan untuk mengajukan

gugatan Tata Usaha Negara ialah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang

bersangkutan tersebut bertentangan dengan AAUPB. Menurut penjelasan Pasal 53

ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004, yang dimaksud dengan AAUPB ialah meliputi

asas:165

162 Rozali Abdullah, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 41.

163 W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya, 2002), hal 71.

164 Ibid.
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a. Kepastian hukum;

b. Tertib penyelenggaraan negara;

c. Keterbukaan;

d. Proporsionalitas;

e. Profesionalitas;

f. Akuntabilitas;

g. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme.

3.3. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara

Tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan obyek

sengketa Tata Usaha Negara. Yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam

Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah keputusan pejabat Tata Usaha Negara

yang memenuhi persyaratan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, yang

menyebutkan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, maka menurut Indroharto, ada unsur-

unsur suatu penetapan tertulis yang masih perlu memperoleh kejelasan lebih

lanjut, yaitu:166

a. Bentuk penetapan tertulis itu harus tertulis;

b. Ia dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

165 Indonesia (j), Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun
1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004,
TLN No. 4380, Penjelasan Pasal 53 ayat (2).

166 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2000), hal. 162-163.
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c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Bersifat konkret, individual dan final;

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Namun demikian, terdapat dalam klasifikasi keadaan dan persoalan

tertentu pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 UU No.

51 Tahun 2009 diperluas pengertiannya oleh Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.

Sehingga tanpa secara formal diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara menurut

keadaan dan persoalan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut disamakan dengan

Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan

bahwa:167

a. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan

keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut

disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

b. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan

keputusan yang dimohon (dengan bersikap diam), sedangkan jangka

waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

dimaksud telah lewat, maka dengan sikap diamnya Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan

yang berisi penolakan terhadap permohonan tersebut.

c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak

menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimnya

permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Keputusan yang demikian disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986

tetap dapat dijadikan obyek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal

ini dimungkinkan karean menurut Indroharto, dalam keadaan yang demikian itu

yang ada hanyalah Keputusan Tata Usaha Negara yang fiktif dan negatif sifatnya,

karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan itu

167 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429, Pasal 3.
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bersikap diam dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun namun oleh

undang-undang tetap dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang

menolak suatu permohonan yang diterimanya itu.168

3.3.1. Unsur Penetapan Tertulis

Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986

yang menyatakan bahwa syarat keharusan penetapan dalam bentuk tertulis itu

bukan mengenai syarat bentuk formalnya seperti surat pengangkatan dan

sebagainya.169 Persyaratan tertulis itu diharuskan dengan maksud untuk

kemudahan dalam segi pembuktiannya. Karenanya sebuah memo atau nota pun

dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diganggu gugat apabila sudah

jelas mengenai:170

a. Badan atau Pejabat mana yang mengeluarkan;

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di

dalamnya.

d. Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seorang atau badan

hukum perdata.171

Kata “penetapan” dalam “penetapan tertulis” tersebut menunjuk kepada

isi hubungan hukum yang ditetapkan dalam keputusan Tata Usaha Negara yang

bersangkutan yang dapat berupa kewajiban-kewajiban untuk berbuat atau tidak

168 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2000), hal. 185.

169 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429, Penjelasan Pasal 1 angka 3.

170Ibid.

171 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2000), hal. 163.
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berbuat sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu, pemberian suatu subsidi atau

bantuan, pemberian izin, ataupun pemberian suatu status.172

3.2.2. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Penetapan Tertulis itu juga

merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan sesuatu bidang

urusan pemerintahan.173

Pembahasan mengenai apa dan siapa yang dimaksud dengan Badan atau

Jabatan Tata Usaha Negara itu ukurannya menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5

Tahun 1986 ialah ditentukan oleh fungsi yang dilakukan Badan atau Jabatan Tata

Usaha Negara pada saat tindakan hukum Tata Usaha Negara itu dilaksanakan .

Apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku merupakan suatu pelaksanaan adari urusan pemerintahan, maka apa saja

dan siapa saja yang melaksanakan fungsi demikian itu pada saat itu dapat

dianggap sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara.174

Jadi yang menjadi ukuran untuk dapat disebut sebagai Badan atau Jabatan

Tata Usaha Negara adalah fungsi yang dilaksanakan, bukan nama dalam salah

satu lingkungan kekuasaan negara.175 Oleh sebab itu, siapa saja dan apa saja yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kewenangan

dalam melakukan suatu tindakan dalam urusan pemerintahan, maka ia dapat

dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3.3.2. Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara

Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, yang

dinyatakan dengan tindakan hukum yaitu perbuatan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara

172 Ibid., hal. 164.

173 Ibid., hal. 165.

174 Ibid.

175 Ibid.

Kewenangan badan ..., Omar Syarief, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



69

Universitas Indonesia

yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.176 Indroharto

menjelaskan bahwa suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu

keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau

menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada.

Jadi penetapan tertulis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara apabila

menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara.177 Apabila suatu perbuatan

Badan atau Jabatan itu bukan merupakan suatu tindakan hukum artinya tidak

dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara, maka

sudah tentu tidak dapat digugat ke Pengdilan Tata Usaha Negara.178

Di samping pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1

angka 3 (bersama dengan pengecualian pada Pasal 3 UU yang sama) tersebut,

dalam praktek pemerintahan kita, sebuah Keputusan Tata Usaha Negara lazimnya

terdiri atas rangkaian Keputusan Tata Usaha Negara, baik berupa rekomendasi

maupun surat pengantar ataukah suatu pertimbangan.179 Apakah surat

pertimbangan dan lain-lain itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara harus

diperhatikan syarat final yaitu apakah sudah menimbulkan akibat hukum atau

belum, jadi tolak ukurnya adalah apakah timbul suatu akibat hukum dari

keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atau tidak.180

3.3.2.1. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

UU No. 5 Tahun 1986 mendefinisikan peraturan perundang-undangan

adalah semua peraturan yang besifat mengikat secara umum yang dikeluarkan

oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun

daerah, serta semua Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di

176 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429, Penjelasan Pasal 1 angka 3.

177 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2000), hal. 171.

178 Ibid.

179 W. Riawan Tjandra, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya, 2002), hal. 21.

180 Ibid.
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tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara

umum.181 Dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan diberikan penjelasan mengenai pengertian peraturan

perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara

atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.182 Jenis dan tata urutan

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10

Tahun 2004, yaitu:183

1. Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

3. Peraturan Pemerintah;

4. Peraturan Presiden;

5. Peraturan Daerah.

Pasal ini juga menetukan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain dari

Pasal tersebut diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.184

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986, disebutkan

bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut melaksanakan urusan

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut

Indroharto, yang dimaksud dengan kata “berdasarkan” dalam rumusan Pasal 1

angka 2 di atas ialah bahwa setiap pelaksanaan urusan pemerintahan yang

dilakukan oleh para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu harus ada dasarnya

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hanya peraturan

perundang-undangan yang berlaku tersebut sajalah yang dapat memberikan dasar

keabsahan/ dasar legalitas dari urusan pemerintahan yang mereka laksanakan.185

181 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429, Penjelasan Pasal 1 angka 2.

182 Indonesia (k), Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389, Pasal 1 angka 2.

183 Ibid., Pasal 7 ayat (1).

184 Ibid., Pasal 7 ayat (4).
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3.3.3. Unsur Konkret, Individual dan Final

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 harus bersifat konkret, individual dan final. Dalam

penjelasan undang-undang tersebut, dikatakan bersifat konkret artinya obyek yang

diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi

berwujud tertentu atau dapat ditentukan.186 Kemudian sifat individual memiliki

arti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum,

tetapi tertentu untuk baik alamat maupun hal yang dituju. Jika yang dituju tersebut

lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan187,

sehingga keputusan demikian itu lalu dapat disebut sebagai suatu kumpulan

Penetapan Tertulis.188 Kemudian dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 tersebut, sifat

final artinya ialah suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata

Usaha Negara tersebut harus benar sudah merupakan akibat hukum yang

definitif.189 Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau

instansi lain belum bersifat final, oleh karenanya belim dapat menimbulkan suatu

hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.190

3.3.4. Unsur Menimbulkan Akibat Hukum

Penetapan Tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam

hubungan-hubungan hukum yang telah ada, seperti melahirkan hubungan hukum

baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status,

185 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2000), hal. 81.

186 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, Penjelasan Umum Pasal 1 angka 3.

187 Ibid.

188 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2000), hal. 172.

189 Indonesia (e), Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5
Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3429, Penjelasan Umum Pasal 1 angka 3.

190 Ibid.

Kewenangan badan ..., Omar Syarief, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



72

Universitas Indonesia

dan sebagainya.191 Juga apabila suatu Penetapan Tertulis itu melahirkan suatu

wewenang bagi suatu Badan atau Jabatan TUN yang lain untuk berbuat sesuatu,

atau menyebabkan diubahnya atau dicabutnya wewenang yang pernah dimiliki

suatu Badan atau Jabatan TUN, maka dalam hal itu juga dapat dikatakan bahwa

Penetapan Tertulis tersebut telah menimbulkan suatu akibat hukum.

Perlu kiranya diketahui bahwa keputusan yang menimbulkan akibat

hukum itu secara umum harus dibedakan dari keputusan-keputusan yang hanya

merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata, karena keputusan yang

demikian belum mampu menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian tidak

termasuk suatu Penetapan Tertulis yang dapat digugat ke PTUN.192

3.4. Izin Usaha Sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata izin sebagai

suatu pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb) atau persetujuan

membolehkan.193 Sementara itu, menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M.

ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).194 Berdasarkan

pendapat tersebut, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat

melakukan sesuatu kecuali diizinkan yang berarti kemungkinan bagi seseorang

atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian,

pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukannya oleh orang

atau pihak yang bersangkutan.195 Pandangan yang berbeda diutarakan oleh Van

191 Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2000), hal. 175.

192 Ibid.

193 http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php, diakses 9 April 2011

194 Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, disunting oleh Dr. Philipus M.
Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya: Yuridika, 1993), hal. 2-3, dalam Y. Sri
Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: Gramedia Widisarana
Indonesia, 2009), hal. 7.
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der Pot, yang menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang

memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang

oleh pembuat undang-undang.196

Dari pengertian mengenai izin di atas, termasuk di dalamnya ialah suatu

izin usaha. Izin usaha yang dikeluarkan oleh suatu pihak tidak akan memiliki arti

apapun apabila pihak atau lembaga yang mengeluarkannya tersebut tidak

mempunyai kewenangan yang diberikan negara. Dengan kata lain, suatu izin

usaha akan memiliki kekuatan hukum/yuridis apabila diterbitkan oleh lembaga

yang memperoleh kewenangan untuk itu. Selain itu, izin usaha lazim dituangkan

dalam suatu bentuk formalnya sebagai suatu surat yang dijadikan tanda yuridis

adanya hak atas suatu izin usaha tertentu.

3.4.1. Pengertian dan Pengaturan Izin Usaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008197 memberikan

pengertian izin sebagai suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang menjadi bukti legalitas,

menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan

usaha atau kegiatan tertentu. Dalam hal ini yang dibahas adalah Izin Usaha atau

lebih spesifik lagi yaitu Izin Usaha Tetap Pariwisata.

Izin pada umumnya dibuat melalui serangkaian proses dalam jangka waktu

tertentu yang kadang kala tidak singkat.198 Diawali oleh pengajuan permohonan

oleh pihak yang mempunyai kepentingan untuk melakukan kegiatan tertentu,

disertai dengan pemenuhan persyaratan yang diterapkan, kemudian diproses

dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi termasuk

195 Y. Sri Pudyatmoko, Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: Gramedia Widisarana
Indonesia, 2009), hal. 7.

196 Van der Pot sebagaimana dikutip Junirahardjo, Pokok-pokok Hukum Administrasi
Negara, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1989), hal. 57, dalam W. Riawan Tjandra, Hukum
Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002), hal. 22.

197 Indonesia (c), Pedoman Organissasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpad
u di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008.

198 Y. Sri Pudyatmoko, Problem dan Upaya Pembenahan, (Jakarta: Gramedia Widisarana
Indonesia, 2009), hal. 21-22.
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kepentingan yang ada, sampai kemudian ternbitlah izin tersebut. Oleh sebab itu

izin sering kali mempunyai arti yang begitu penting bagi pemegangnya (pelaku

kegiatan) dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun

dengan pihak lain. 199

Dari pengertian mengenai izin secara umum di atas, maka Izin Tetap

Usaha Pariwisata dapat diartikan sebagai suatu izin tertulis sebagai bukti legalitas

bagi suatu pihak untuk dapat menyelenggarakan kegiatan industri pariwisata yang

dikeluarkan oleh pemerintah setempat berdasarkan peraturan yang berlaku di

daerah tersebut. Nampak bahwa Izin Tetap Usaha Pariwisata merupakan suatu

dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda bukti izin dilakukannya suatu

kegiatan dalam industri pariwisata yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan setempat yang di dalamnya memuat data yuridis

berkenaan dengan hak dan pemegang hak izin usahanya.

Y. Sri Pudyatmoko menyebutkan pentingnya suatu izin bagi pemohonnya

ialah sebagai berikut:200

1. Sebagai landasan hukum;

2. Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum;

3. Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan; dan

4. Sebagai alat bukti dalam hal adanya klaim.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 21 Tahun 2007

tentang Penyelenggaraan Diskotik, diatur mengenai Izin Tetap Usaha Pariwisata,

dalam hal ini usaha diskotik. Pasal 12 Peraturan Gubernur DKI Jakarta tersebut

menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan diskotik harus terlebih dahulu

memperoleh Izin Tetap Usaha Pariwisata dari Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, Izin Tetap Usaha Pariwisata tersebut berlaku sepanjang usaha

tersebut masih berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahun.201 Permohonan

199 Ibid., hal. 22.

200 Ibid., hal. 22-24.

201 Indonesia (l), Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan
Diskotik, Pergub DKI Jakarta No. 21 Tahun 2007, Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 23
Tahun 2007, Pasal 12 ayat (1) dan (2).
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untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Pariwisata harus dibuat secara tertulis dan

diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dengan melampirkan:202

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Tanda Identitas Lain yang sah atas

nama pemohon;

2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemohon;

3. Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;

4. Fotokopi surat bukti status tempat usaha;

5. Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lzin Penggunaan

Bangunan (IPB) untuk usaha;

6. Fotokopi surat Izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG);

7. Fotokopi Surat Pendaftaran Obyek Pajak Daerah (SPOPD) dari Dinas

Pendapatan Daerah;

8. Proposal rencana penyelenggaraan Diskotik.

Pada saat permohonan Izin Tetap Usaha Pariwisata tersebut telah melalui

serangkaian prosedur penerbitannya dan dinyatakan telah memenuhi seluruh

persyaratan, maka Izin Tetap Usaha Pariwisata tersebut akan dituangkan dalam

bentuk surat untuk kemudian diterbitkan kepada pemohon.

3.4.2. Izin Usaha Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Serta Gugatan

Tata Usaha Negara Sebagai Dasar Pencabutan Izin Usaha

Izin usaha merupakan tanda bukti hak bagi satu pihak untuk dapat

melakukan suatu kegiatan usaha yang diterbitkan oleh lembaga hukum yang

berwenang (Badan atau Pejabat TUN) yang berisi data yuridis sebagai bukti

kepemilikan atas suatu izin dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan

kepastian hak yang dimiliki oleh seseorang maupun suatu badan hukum perdata.

Dengan diterbitkannya izin usaha maka diharapkan secara yuridis dapat

memberikan jaminan kepastian hukum dan hak oleh negara bagi pemegang izin

usaha tersebut. Jaminan negara ini diberikan kepada pemilik atau pemegang izin

tersebut karena izin usahanya telah didaftarkan dalam database sistem

administrasi negara.

202 Ibid., Pasal 12 ayat (4).
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Lebih jauh lagi, dalam Izin Tetap Usaha Pariwisata yang telah dibahas

pada sub-bab sebelumnya, berisi data mengenai pihak pemegang izin baik

perseorangan maupun badan hukum perdata, jenis usaha yang dilakukan, hingga

penanggung jawab dari usaha tersebut. Dengan demikian, Izin Tetap Usaha

Pariwisata dapat disebut sebagai penetapan tertulis karena melihat pada isi yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pejabat

Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya ialah Kepala Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan.

Izin yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut

merupakan perbuatan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata

Usaha Negara yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban pada orang lain,

misalnya dalam Izin Tetap Usaha Pariwisata tersebut tercantum pemberian hak

atas suatu usaha bagi seseorang atau badan hukum perdata sekaligus

menimbulkan kewajiban bagi pemegangnya untuk melakukan pendaftaran ulang

setiap tahunnya.203

Izin Tetap Usaha Pariwisata yang diterbitkan tersebut bersumber pada

serangkaian peraturan daerah yang berkaitan dengan industri usaha pariwisata.

Selain itu, sifat dari Izin Tetap Usaha Pariwisata tersebut adalah individual artinya

sertifikat itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal

yang dituju. Izin Tetap Usaha Pariwisata juga bersifat final yang karenanya dapat

menimbulkan akibat hukum. Izin Tetap Usaha Pariwisata juga langsung

menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum baru (constitutief),

misalnya seorang pemohon baru pertama kali mengajukan permohonan atas izin

suatu usaha, maka dengan diterbitkannya Izin Tetap Usaha Pariwisata serta merta

ia menjadi pemegang izin atas suatu usaha yg dimohonkannya.

Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa sebuah

Keputusan Tata Usaha Negara dapat dimintakan batal atau tidak sah dan dengan

alasan-alasan tertentu sebagai berikut:

203 Ibid., Pasal 12 ayat (2).

Kewenangan badan ..., Omar Syarief, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



77

Universitas Indonesia

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya

dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang

yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini, nampak jelas bahwa Izin Tetap Pariwisata merupakan

suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh sebab itu juga pembatalan suatu

Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tersebut harus melalui prosedur

gugatan tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

3.4.3 Uraian Singkat Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di

Indonesia

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik mulai dikenal Indonesia sejak

awal 1953 melalui tulisan G.A van Poelje, walaupun pada waktu itu belum

mendapat perhatian dari kalangan pemikir Hukum Administrasi Negara. Dua

puluh lima tahun kemudian, Crince de Roy dalam penataran lanjutan Hukum Tata

Usaha Negara/Hukum Tata Pemerintahan tahun 1978 merangkum sebelas butir

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:204

1. Asas Kepastian hukum (principle of legal security)

2. Asas Keseimbangan (principle of proportionality)

3. Asas Kesamaan dalam mengambil keputusan pangreh (principle of

equality)

204 Safri Nughraga, et.al., Hukum Admin istrasi Negara (Edisi Revisi), (Depok: Center
For Law And Good Governance Studies FHUI, 2007), hal. 66-68.
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4. Asas bertindak cermat (principle of carefulness)

5. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (principle of

motivation)

6. Asas larangan mencampur-adukkan kewenangan (principle of non

misues of competence)

7. Asas kejujuran dalam bertindak (principle of fair play)

8. Asas larangan bertindak tidak wajar atau bertindak sewenang-

wenang (principle of reasonable or prohibition of arbitrariness)

9. Asas pengharapan (principle of meeting raised expectation)

10. Asas meniadakan akibat keputusan yang batal (principle of undoing

the consequences of an annulled decision)

11. Asas perlindungan atas pandangan hidup (principle of protecting the

personal way of life)

Dari sebelas butir asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, terdapat

pengelompokan asas-asas seperti berikut:

a. Kelompok Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bersifat formal

sehubungan dengan proses persiapan pembentukan keputusan, antara

lain asas kecermatan; fair play; dan larangan bertindak sewenang-

wenang,

b. Kelompok Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bersifat formal

sehubungan dengan motivasi terbitnya keputusan, yang merupakan

konsiderans yang menampakkan berbagai alasan yang mendukung

diterbitkannya suatu keputusan,

c. Kelompok Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik bersifat

material sehubungan dengan isi keputusan, antara lain asas kepastian

hukum; asas persamaan; asas keseimbangan; asas larangan

penyalahgunaan wewenang; asas kepercayaan.

Perumusan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik beserta perincian

asas-asasnya secara lengkap memang tidak dikumpulkan dan dituangkan secara

konkret dan formal dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus tentang

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas-asas yang bersanglutan justru

merupakan kaidah hukum tidak tertulis sebagai pencerminan norma-norma etis
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berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi, disamping mendasar pada

kaidah-kaidah hukum tertulis.

205 Senada dengan hal tersebut, pendapat Prof P.M Hadjon dalam makalah

beliau yang berjudul “AAUPB dalam kaitannya dengan alasan gugatan pada

Peradilan Tata Usaha Negara”, AAUPB adalah norma pemerintahan, merupakan

hukum tidak tertulis, lahir dari praktek, baik praktek pemerintahan maupun

praktek Pengadilan (Yurisprudensi). Apabila dicermati pendapat beliau tersebut,

dapat diartikan bahwa AAUPB itu tidak dibatasi mengenai jenis dan waktu

kelahirannya namun disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktek pemerintahan

ataupun dalam praktek Peradilan.206

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik memiliki fungsi sebagai

pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan

menentukan batas-batas yang harus diperhatikan oleh suatu jabatan secara yuridis.

Orientasinya harus kepada peraturan perundang-undangan dan tatanan hukum,

karena berdasarkan kedua hal tersebut maka kepatuhan terhadap batas-batas

jabatan umum dapat dipaksakan, bukan bergantung pada kesadaran atau itikad

baik pejabat semata. 207

205 Ibid., hal. 69.

206 www.ptun.palembang.go.idupload_dataAAUPB.pdf, diakses 17 Juni 2011.

207 Safri Nugraha, et. al., Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), (Depok: Center For
Law And Good Governance Studies FHUI, 2007), hal. 71.
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BAB 4

ANALISA KASUS

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST)

4.1. Kasus Posisi

Para Pihak Yang Bersengketa:

1. Penggugat: Forum Anti Buddha Bar (sebagai Para Penggugat)

2. Tergugat : PT Nireta Vista Creative (sebagai Tergugat I)

Gubernur Provinsi DKI Jakarta (sebagai Tergugat II)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

(sebagai Tergugat III)

(Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara bersama-

sama disebut Para Tergugat).

Sengketa aquo bermula pada sekitar bulan Desember 2008, pada saat Tergugat I

mendirikan suatu usaha restoran/bar dengan menggunakan nama agama Buddha

yaitu Buddha Bar yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 1 Menteng, Jakarta Pusat.

Peralatan dan perlengkapan yang digunakan oleh Buddha Bar ini yaitu yang

berupa patung-patung dan ornamen serta berbagai simbol yang ada di dalamnya

adalah milik dan disakralkan oleh agama Buddha. Usaha bar ini juga turut

memperdagangkan minuman keras yang memabukkan yang menurut ajaran

agama Buddha adalah bertentangan dengan akidah, ajaran dan keyakinan umat

Buddha.

Awal mula pendirian Buddha Bar ini yaitu pada saat Tergugat I

melakukan permohonan penerbitan Izin Tetap Usaha Pariwisata kepada Tergugat

III yang akan digunakan nantinya untuk dasar izin operasi usahanya. Atas

permohonan yang diajukan tersebut, Tergugat III pada tanggal 12 Nopember 2008

akhirnya mengeluarkan Izin Tetap Usaha Pariwisata No. 3736/2008 tanggal 12

November 2008 untuk restoran Buddha Bar yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 1

Menteng Jakarta Pusat milik Tergugat I. Namun, Para Penggugat mengklaim

bahwa sebelum diterbitkannya Izin Tetap Usaha Pariwisata tersebut, Tergugat III

telah mengetahui lebih dulu bahwa DPP Walubi telah melakukan penolakan atas
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penggunaan nama dan simbol beserta ornamen-ornamen agama Buddha untuk

usaha bar tersebut. Penolakan ini tertuang dalam surat DPP Walubi

No.055/SRI/DPP-WALUBI/X/2008, tanggal 11 November 2008 tentang

Penolakan Rekomendasi Penggunaan Nama Buddha Bar yang ditujukan kepada

Tergugat III. Namun walau demikian, justru sehari setelah surat penolakan

tersebut dikirimkan, Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo diterbitkan. DPP Walubi

juga kemudian pada tanggal 11 November melayangkan surat yang senada kepada

Tergugat II selaku Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta dan sebagai atasan dari

Tergugat III. Namun usaha tersebut tidak menghasilkan perubahan apapun atas

kebijakan pendirian dan penerbitan Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo.

Pendirian Buddha Bar serta penerbitan Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo

baik sebelum atau sesudahnya banyak mengundang penolakan, tidak hanya dari

Walubi, namun juga dari berbagai organisasi keagamaan lainnya yang intinya

menyuarakn hal yang sama yaitu menolak adanya suatu usaha bar yang

menggunakn simbol-simbol serta ornamen-ornamen keagamaan di dalamnya,

dalam kasus ini agama Buddha, namun menjual minuman keras yang

memabukkan yang bertentangan dengan ajaran dan akidah agama yang

bersangkutan itu sendiri.

Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa usaha milik

Tergugat I yang membuat suatu usaha restoran/bar dengan menggunakan nama,

simbol-simbol serta ornamen-ornamen agama Buddha telah melanggar beberapa

peraturan, antara lain PERGUB DKI Jakarta No. 20 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 1

huruf g yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan usaha restoran wajib

untuk mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat. Kemudian pada

Perda DKI Jakarta No. 10 Tahun 2004, dalam Pasal 6 huruf a ditentukan bahwa

pemanfaatan sumber daya pariwisata dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai

agama, adat-istiadat, kelestarian budaya serta nilai-nilai yang berkembang dalam

masyarakat. Sedangkan pelanggaran atas Pasal 6 tersebut ketentuannya terdapat

dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana Pasal 43, pelaku usaha yang melanggar

tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan

dan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,-. Disamping sanksi pidana
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tersebut, terdapat juga sanksi administratif yang dapat dikenakan sebagaimana

diatur dalam Pasal 44, yaitu berupa:

1. Teguran lisan atau panggilan;

2. Teguran tertulis;

3. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha;

4. Pencabutan atas:

a. Izin Sementara Usaha Pariwisata

b. Izin Tetap Usaha Pariwisata

c. Izin Pertunjukan Temporer

Oleh sebab itu, Para Penggugat menilai bahwa Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo

sudah seharusnya dicabut karena di dalam penerbitannya mengandung

pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran atas peraturan penyelenggaraan usaha

pariwisata itu sendiri maupun pelanggaran atas suatu kesucian umat beragama,

dalam hal ini agama Buddha.

Dengan dasar telah mencoreng nilai-nilai dan kesucian agama Buddha,

maka Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum

(PMH) pada tanggal 11 Maret 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

menuntut agar segera menghentikan operasional restoran Buddha Bar dan

mencabut Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo serta meminta ganti kerugian materiil

sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus juta Rupiah) dan ganti kerugian imateriil

sebesar Rp 500.000.00,- (lima ratus juta Rupiah).208

4.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST merupakan penyelesaian sengketa yang menyatakan

208 Penting untuk diketahui pula bahwa sebelum perkara ini masuk dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, merek Buddha Bar yang sebelumnya terdaftar di
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Merek Buddha
Bar No. IDM000189681 telah ditarik kembali oleh Ditjen Haki dengan surat No. KHI-4.HI.06.03-
68, tanggal 15 April 2009 karena bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum
sebagaimana dijelaskan melalui surat No. HKI.UM.01.01-15/2009, tanggal 15 April yang
ditujukan kepada Dirjen Bimas Buddha.

Kewenangan badan ..., Omar Syarief, FH UI, 2011

 
 
 
 
 
 
 

     



83

Universitas Indonesia

bahwa gugatan Para Penggugat atas penghentian operasional restoran Buddha Bar

yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 1 Menteng, Jakarta Pusat serta pencabutan

Izin Tetap Usaha Pariwisata atas nama Buddha Bar diterima oleh Majelis Hakim,

oleh karena itu putusan tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

4.2.1. Para Pihak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

1. Para Penggugat

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST penggugatnya adalah 62 orang warga negara

Indonesia yang mengatasnamakan Forum Anti Buddha Bar

2. Tergugat I

Yang menjadi Tergugat I ialah PT Nireta Vista Creative, yang beralamat di

Jl. Proklamasi No. 53, Jakarta Pusat. Tergugat I ini adalah pemegang

lisensi merek Buddha Bar dari George V Restouration, selaku pemilik

merek Buddha Bar.

3. Tergugat II

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang beralamat di Jl. Merdeka Selatan No.

53 Jakarta Pusat menjadi Tergugat II dalam sengketa aquo karena selaku

Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, ia turut bertanggung jawab atas

segala tindakan instansi pemerintah daerah yang berada di bawahnya,

dalam sengketa aquo ialah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi

DKI Jakarta.

4. Tergugat III

Dalam sengketa aquo yang menjadi Tergugat III ialah Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jl. Kuningan Barat

No.2 Jakarta Selatan. Selaku pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan

pariwisata dan kebudayaan di daerah DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bertangggung jawab atas penerbitan

Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo, oleh sebab sejak awal Izin Tetap Usaha

Pariwisata tersebut dimohonkan oleh Tergugat I hingga terbitnya Izin

Tetap Usaha Pariwisata aquo, Tergugat III terlibat di dalamnya.
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4.2.2. Obyek Gugatan

Dalam hukum acara perdata lazimnya dikenal 2 (dua) obyek gugatan, yaitu

wanprestasi yang diatur mulai dari Pasal 1243 – 1252 KUHPerdata dan perbuatan

melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi sengketa

adalah penerbitan izin usaha restoran Buddha Bar oleh Tergugat III yang tertuang

dalam Izin Tetap Usaha Pariwisata No. 3736/2008 tanggal 12 November 2008

untuk restoran Buddha Bar yang terletak di Jl. Teuku Umar No. 1 Menteng

Jakarta Pusat milik Tergugat I. Sengketa yang terjadi antara Para Penggugat

dengan Para Tergugat adalah PMH yang dilakukan Tergugat III yang telah

menerbitkan Izin Tetap Usaha Pariwisata kepada Tergugat I. Para Penggugat

mendalilkan bahwa penerbitan Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo telah melanggar

nilai-nilai agama, adat istiadat, kelestarian budaya serta nilai-nilai yang

berkembang dalam masyarakat. PMH yang dimaksud Para Penggugat telah

dilakukan oleh Para Tergugat ialah lahirnya Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo

bagi usaha restoran Buddha Bar milik Tergugat I karena di dalamnya

menggunakan nama, simbol-simbol, ornamen-ornamen yang disucikan dalam

agama Buddha serta menjual minuman keras yang bertentangan bertentangan

dengan ajaran dan akidah agama Buddha itu sendiri. Atas dasar gugatan tersebut,

Para Penggugat menuntut agar Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo dicabut dan

operasional restoran Buddha Bar segera dihentikan serta menuntut pembayarann

ganti rugi kepada Tergugat I,II, dan III yang berupa kerugian imateriil sebesar Rp

500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp

500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp

1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah). Para Penggugat juga menuntut agar dapat

diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang terletak pada Jl.

Proklamasi No. 53 Jakarta Pusat dan barang-barang bergerak yang terletak di Jl.

Teuku Umar No. 1 Menteng, Jakarta Pusat sepanjang yang menyangkut simbol-

simbol agama Buddha.
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4.2.3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST

Berdasarkan gugatan dan jawab menjawab antara Para Pengggugat,

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Mejelis Hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan

Tergugat III tersebut tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI

Menyatakan bahwa menolak gugatan provisi dari Para Penggugat dan menyatakan

gugatan provisi tersebut tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian.

2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat pada

khususnya dan Umat Buddha pada umumnya.

3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk segera

menghentikan operasional restoran Buddha Bar yang terletak di Jl. Teuku

Umar No. 1 Menteng, Jakarta Pusat, milik Tergugat I serta mencabut Izin

Tetap Usaha Pariwisata Nomor 3736/2008 tanggal 12 November 2008

yang sebelumnya dikeluarkan oleh Tergugat III.

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar

ganti kerugian secara tunai seketika dan sekaligus kepada Para Penggugat

yaitu kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)

secara tanggung renteng.

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar

biaya perkara yang timbul sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas

ribu Rupiah).
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6. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ditolak.

4.2.4. Analisis Dilihat Dari Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Terkait perkara perbuatan melawan hukum, para hakim Hoge Raad sejak

dahulu selalu melakukan penafsiran sendiri. Penafisran terhadap istilah perbuatan

melawan hukum dimulai dengan penafsiran secara sempit akibat dianutnya paham

legisme saat itu. Baru kemudian pada tahun 1919 Hoge Raad melalui putusan

tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum melakukan

perluasan penafsiran perbuatan melawan hukum. Perluasan penafsiran oleh Hoge

Raad tersebut mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya

diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kaidah tertulis, yaitu perbuatan yang

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif

orang lain, tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis.209

Perkembangan unsur melawan hukum sekaligus membuka penafsiran yang

luas akan perbuatan-perbuatan mana saja yang dapat dikatakan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum ini juga akan dapat ikut menentukan seberapa besar

kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan itu sendiri.

4.2.4.1 Perbuatan Melawan Hukum

Hoge Raad sebelum tahun 1919 menganut paham legisme yang

meniadakan hukum selain yang diatur dalam undang-undang. Kemudian setelah

tahun 1919 Hoge Raad melalui putusan perkara Cohen melawan Lindenbaum

yang menafsirkan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau

tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar, antara lain:

1. Hak subyektif orang lain;

2. Kewajiban hukum pelaku;

3. Kaedah kesusilaan;

4. Kepatutan dalam masyarakat.

209 Rosa Agustina, op. cit., hal. 7.
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Lebih lanjut yurisprudensi memberikan arti hak subyektif sebagai hak-hak

perorangan seperti hak kebebasan, kehormatan, nama baik, dan hak atas harta

kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.210

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyatakan

bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan

menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini

adalah tentang penolakan Para Penggugat terhadap penggunaan nama Buddha Bar

milik Tergugat I yang mendapat Ijin Tetap Usaha Pariwisata dari Tergugat II dan

Tergugat III yang sama sekali tidak memperhatikan nilai-nilai agama, adat-

istiadat, kelestarian budaya serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat

sehingga merupakan penodaan atau penistaan terhadap agama, khususnya agama

Buddha yang ada di Indonesia, sehingga perbuatan Para Tergugat harus

dinyatakan dalam Perbuatan Melawan Hukum.

Menurut penulis, dari serangkaian tindakan yang dilakukan Para tergugat,

fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dihubungkan dengan peraturan yang

berlaku bahwa benar pada bulan Desember 2008 Tergugat I telah mendirikan

usaha restoran dengan menggunakan nama agama Buddha yaitu Buddha Bar yang

terletak di Jl. Teuku Umar No. 1 Menteng, Jakarta Pusat dan peralatan yang

digunakan restoran Buddha Bar milik Tergugat I berupa patung-patung, ornamen-

ornamen, dan simbol-simbol keagaaman, yaitu agama Buddha, sehingga

bertentangan dengan ajaran, akidah dan keyakinan Umat Buddha. Serangkaian

tindakan dari Para Tergugat tersebut menjadikan terpenuhinya pelanggaran atas

hak subyektif seseorang, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan serta

kepatutan dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya hal-hal yang

bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat-istiadat, kelestarian budaya serta

nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat pada tindakan-tindakan dari Para

Tergugat tersebut sehingga memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum.

210 Ibid., hal. 38.
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4.2.4.2 Kesalahan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya

terkait unsur kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat menyatakan bahwa

meskipun menurut saksi Tergugat I yang bernama Ir. Masdur Hasan Radi,

penerbitan Izin Tetap Usaha Pariwisata tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan

prosedur yang ditentukan dalam permohonan penerbitan Izin Tetap Usaha

Pariwisata, akan tetapi kesemuanya itu bertentangan dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku diantaranya Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (2)

serta Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia yang intinya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum

dan perlakuan yang sama di depan hukum, tidak boleh seorangpun dirampas

dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Selain itu, Pasal 5

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, berdasarkan pasal tersebut

ditentukan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut

mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.

Selain itu yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah bahwa

terbukti perbuatan Tergugat II dan Tergugat III telah bertentangan dan melanggar

dengan Pasal 10 ayat (1) huruf g Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 20 Tahun

2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Restoran yang mengharuskan bagi setiap

penyelenggara usaha restoran untuk mencegah dampak sosial yang merugikan

masyarakat. Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan bahwa perbuatan

Tergugat II dan Tergugat III telah melanggar dengan Pasal 6 huruf a Peraturan

Daerah DKI Jakarta No. 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisataan yang menyatakan

pemanfaatan sumber daya pariwisata dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai

agama, adat-istiadat, kelestarian budaya serta nilai-nilai yang berkembang dalam

masyarakat. Selain itu, perbuatan Tergugat II dan Tergugat III juga dipandang

oleh Majelis Hakim telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (13) dan

Pasal 2 huruf e Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 118 Tahun 2004 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggara Industri Pariwisata di Provinsi

DKI khususnya Pasal 2 huruf e yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap
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penyelenggaraan industri pariwisata meliputi kegiatan, peralatan dan tenaga kerja

lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada tempat

penyelenggaraan industri pariwisata. Peralatan yang dimaksud di sini tidak hanya

meliputi nama, dekorasi, simbol dan ornamen yang digunakan restoran tersebut

yang tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut penulis, dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Para

Tergugat tersebut, maka tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat

yaitu memperhatikan serta memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada unsur-

unsur keagamaan yang terlanggar akibat adanya pendirian usaha restoran Buddha

Bar beserta penerbitan Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo. Sebagai kewajiban

dalam hal pengawasan, Tergugat II dan III juga wajib mengawasi dan menindak

para pelaku usaha pariwisata apabila ditemukan suatu tindakan atau perbuatan

yang dilakukan si pelaku usaha yang merupakan pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan yang berlaku. Namun, pada kenyataanya kewajiban tersebut tidak

dilaksanakan oleh Tergugat II dan III.

Dengan demikian, maka kesalahan Para Tergugat telah memenuhi syarat

adanya kesalahan terkait Perbuatan Melawan Hukum.

4.2.4.3. Kerugian

Dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa akibat dari

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat

telah menderita kerugian materiil maupun imateriil. Tuntutan ganti kerugian

materiil yang diajukan Para Penggugat ialah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus

juta Rupiah) yang timbul atas biaya transportasi dan konsumsi yang diperkirakan

mencapai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), Para Penggugat juga harus

menyewa gedung dan konsumsi untuk pertemuan umat Buddha di Jakarta yang

diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)

selain itu Para Penggugat juga akan menyampaikan pengumuman di beberapa

surat kabar nasional mengenai kasus ini sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada umat Buddha Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditaksir sebesar Rp

100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
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Selain dari kerugian materiil, Para Penggugat juga menuntut ganti rugi

imateriil kepada Para Tergugat akibat telah mencoreng kesucian dan kehormatan

agama Buddha, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Dengan

demikian kerugian yang diderita dan digugat oleh Para Penggugat baik materiil

maupun imateriil seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

Dalam persidangan, mengenai permintaan ganti kerugian materiil dari Para

Penggugat terhadap Para Tergugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

Rupiah) tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya

gugatan tersebut ditolak. Untuk gugatan imateriil, sebesar Rp 500.000.000,- (lima

ratus juta Rupiah), menurut Majelis Hakim kerugian Para Penggugat khususnya

umat Buddha yang jika dinilai dengan uang adalah tidak ternilai (priceless) maka

adalah patut dan adil jika kerugian imateriil dinilai sejumlah Rp 1.000.000.000,-

(satu milyar Rupiah) secara tanggung renteng memang beralasan untuk

dikabulkan.

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Majelis Hakim dalam satu hal

yaitu dalam pertimbangannya mengenai gugatan kerugian materiil. Terkait

gugatan ganti kerugian materiil dari Para Penggugat, Majelis Hakim telah

bertindak tepat dengan menolak permintaan ganti kerugian materiil dari Para

Penggugat. Hal ini adalah patut dilakukan karena apa yang didalilkan oleh Para

Penggugat terkait kerugian materiil yang dideritanya tidak dapat dibuktikan di

muka persidangan. Meskipun demikian, apabila benar terbukti adanya kerugian

materiil yang ditimbulkan, penulis tetap berpendapat bahwa tuntutan ganti

kerugian materiil Para Penggugat tidak dapat dikabulkan. Hal ini dikarenakan

kerugian materiil yang timbul tidak ada hubungannya dengan beroperasinya

restoran Buddha Bar, melainkan yang terjadi ialah semata-mata dari inisiatif Para

Penggugat sendiri yang mengadakan demonstrasi serta pertemuan-pertemuan

yang membutuhkan biaya tersendiri. Di sisi lain, penulis tidak sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim terkait gugatan ganti kerugian imateriil yang

diajukan pula oleh Para Tergugat. Gugatan ganti kerugian yang dituntut oleh Para

Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tidak hanya

dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun juga Majelis Hakim telah memutus dan

mengabulkan lebih dari apa yang dituntut, yaitu menghukum Para Tergugat untuk
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mengganti kerugian imateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)

secara tanggung renteng. Tindakan Majelis Hakim ini telah melanggar ketentuan

dalam HIR, yaitu Pasal 178 ayat (3) yang menggariskan bahwa:

Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak
digugat atau memberikan lebih dari apa yang digugat.

Tindakan Hakim yang melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dikenal

dengan istilah ultra petitum, yaitu mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.

Hakim yang melakukan tindakan ultra petitum dianggap telah melampaui

wewenang atau ultra vires. Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun

putusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan

umum. Selain telah melanggar ketentuan dalam HIR, yang menjadi pertimbangan

Majelis Hakim dalam melipatgandakan tuntutan ganti kerugian imateriil Para

Penggugat kepada Para Tergugat adalah seperti tertuang dalam putusannya, yaitu:

“... menurut Majelis Hakim kerugian imateriil Para Penggugat khususnya
umat Buddha yang jika dinilai dengan uang adalah tidak ternilai
(priceless)...”

Dalam hal ini, menurut hemat penulis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat telah melakukan tindakan yang merupakan hasil dari alam pemikiran yang

sulit untuk dianalogikan dengan kerugian yang senyatanya terjadi. Kerugian

imateriil dalam sengketa aquo timbul akibat adanya semacam penyalahgunaan

nama atas suatu entitas atau kehormatan (nama baik) yang mana kerugian yang

demikian sangat sulit untuk ditentukan maupun dibuktikan, untuk itu rawan

terhadap pelampauan kewenangan.

Putusan Majelis Hakim yang mengandung ultra petitum ini harus

dinyatakan cacat (invalid), tidak dapat dibenarkan atau ilegal meskipun hal itu

dilakukan Hakim dengan itikad baik (good faith) maupun dengan alasan sesuai

dengan kepentingan umum (public interest) karena melanggar prinsip ultra

petitum. Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang
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melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi apa yang

diminta. 211

Terkait pertimbangan Majelis Hakim atas gugatan imateriil ini, menurut

hemat penulis akan lebih bijaksana apabila Majelis Hakim tetap melekatkan hasil

keputusannya sesuai dengan apa yang dituntut oleh Para Penggugat itu sendiri

dalam tuntutan Primair, yaitu penggantian kerugian imateriil sebesar Rp

500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan demikian Majelis Hakim dalam

putusannya tidak akan melanggar ketentuan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang

berakibat putusan tersebut menjadi ultra petitum. Sesuai dengan putusan

Mahkamah Agung tanggal 24 Maret No. 882 K/Sip/1974, yang menyatakan:

Dalam hal ada tuntutan Primair dan Subsidair untuk ketertiban
beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan
Primair atau Subsidair yang dikabulkan; bukannya menggunakan
kebebasan yang diberikan oleh tuntutan Subsidair untuk mengabulkan
tuntutan Primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan
Primair.

4.2.4.4. Hubungan Kausal

Mengenai hubungan sebab akibat yang ditimbulkan oleh Para Tergugat,

oleh karena dalam sengketa aquo kerugian materiil tidak terbukti di muka

persidangan maka hubungan sebab akibat dilihat hanya dari perbuatan yang

menimbulkan kerugian imateriil yang diderita Para Penggugat. Keputusan Majelis

Hakim yang menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian imateriil lebih

dari apa yang digugat menurut penulis sangat sulit untuk ditentukan secara

gamblang. Dari beberapa ajaran mengenai kausalitas, maka yang paling relevan

dengan sengketa aquo, khususnya mengenai tuntutan ganti kerugian imateriil

ialah Teori Toerekening naar redelijkheid (pertanggungjawaban secara layak).

211 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 802.
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Teori yang disampaikan Koster dalam pidato pengukuhannya berpegangan pada

“pertanggungjawaban secara layak”, yang harus memperhatikan faktor-faktor:212

1. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;

2. Sifat kerugian;

3. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga;

4. Beban seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar

ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak

yang dirugikan.

Menurut hemat penulis, kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab

timbulnya kerugian imateriil di Pihak Penggugat ialah dikarenakan penggunaan

nama “Buddha” yang disakralkan oleh umat Buddha ini dilekatkan dengan suatu

tempat yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan

ajaran dan akidah agama Buddha itu sendiri, yaitu tempat hiburan malam atau bar

yang identik dengan penjualan minuman-minuman keras di dalamnya yang

kesemuanya itu dilarang, dalam hal ini, agama Buddha pada khususnya dan

agama lain pada umumnya. Dari perbuatan pelekatan nama “Buddha” dengan

tempat hiburan malam yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan agama

Buddha itulah yang menjadi dasar penyebab timbulnya kerugian di pihak Para

Penggugat yang imateriil sifatnya, karena jika diandaikan saja Buddha Bar itu

bukan merupakan tempat hiburan malam melainkan suatu tempat usaha yang

menjual pernak-pernik kebutuhan ibadah Umat Buddha, maka penulis yakin tidak

akan ada satupun anggota Umat Buddha yang merasa dirugikan.

4.2.5. Analisis Dilihat Dari Eksepsi

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah

mengajukan tangkisan atau yang sering disebut dengan eksepsi. Eksepsi yang

diajukan oleh Para Tergugat , antara lain yaitu eksepsi mengenai Kompetensi

Absolut Pengadilan.

212 Rosa Agustina, op. cit., hal 94-95.
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. Dalam pembahasan mengenai eksepsi ini akan melihat secara formil

eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat beserta pertimbangan dari Majelis

Hakim dalam memutus perkara ini.

4.2.5.1 Dalam Hal Pengadilan Negeri Tidak Berwenang

Tergugat I dalam eksepsinya mengajukan eksepsi terkait kompetensi

absolut Pengadilan Negeri dalam hal mengadili sengketa ini. Tergugat I

mendasarkan eksepsinya ini pada permasalahan Merek, yaitu merek Buddha Bar

yang digunakan oleh Tergugat I sebagai nama atas usaha restorannya yang mana

kemudian digugat oleh Para Penggugat dengan objek gugatan Perbuatan Melawan

Hukum yang mengakibatkan kerugian di pihak Umat Buddha. Namun, Tergugat I

mendalilkan bahwa penggunaan merek Buddha Bar ini telah sesuai dan mematuhi

seluruh ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001

tentang Merek (UU Merek). Tergugat I juga menyatakan bahwa dirinya berhak

dalam penggunaan merek tersebut karena adanya Perjanjian Lisensi antara George

V Restouration selaku pemilik merek Buddha Bar dengan Tergugat I yang

berlandaskan itikad baik, oleh karenanya berhak mendapat perlindungan hukum

sampai dengan berakhirnya Perjanjian Lisensi tersebut. Bahwa adapun kemudian

apabila Para Penggugat keberatan dengan penggunaan nama Buddha Bar dalam

perkara aquo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Merek, diberikan

kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan

Niaga, hal ini dikarenakan perkara merek bukan merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri untuk memeriksanya.

Sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dalam eksepsinya mengenai

kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa ini

mendasarkan eksepsinya ini pada permasalahan penghentian operasional dan

pencabutan Izin Tetap Usaha Pariwisata Buddha Bar. Tergugat II dan III

mendalilkan bahwa petitum dari Para Tergugat yang meminta untuk

menghentikan serta mencabut Izin Tetap Usaha Pariwisata No. 3736/2008 tanggal

12 November 2008 haruslah didasarkan pada adanya alasan hukum yang

berkaitan dengan kewenangan Tergugat II dan III selaku Pejabat Tata Usaha

Negara. Oleh karena itu pula, Izin Tetap Usaha Pariwisata yang dituntut
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pencabutannya dan menjadi obyek perkara aquo dalah merupakan Obyek

Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1angka 3 UU No. 5 Tahun

1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata.

Oleh karena itu apabila benar Para Penggugat merasa dirugikan oleh

Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Izin Usaha Tetap Pariwisata Nomor

3736/2008 tanggal 12 November 2008 seharusnya menggunakan mekanisme

gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui gugatan

perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana perkara aquo

dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004

tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi.

Atas dasar dalil tersebut, Tergugat II dan III menyatakan bahwa pengajuan

perkara aquo yang demikian sangat dipaksa dan justru menjadi tidak tepat dan

keliru, sehingga meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

untuk menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang mengadili perkara aquo dan

seharusnya diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menanggapi eksepsi dari Tergugat I, II dan III mengenai kewenangan

absolut Pengadilan Negeri ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini dalam Putusan Sela tanggal 26

Mei 2010 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang
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memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka eksepsi Tergugat I,II dan III

mengenai kewenangan absolut harus ditolak.

Mengenai eksepsi Tergugat I, penulis sependapat dengan Majelis Hakim

Jakarta Pusat yaitu dengan tetap menyatakan dirinya berwenang memeriksa dan

mengadili perkara aquo. Menurut penulis, dihubungkan dengan fakta yang terjadi

bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat, merek

Buddha Bar yang sebelumnya terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual berdasarkan Sertifikat Pendaftaran Merek Buddha Bar No.

IDM000189681 telah ditarik kembali oleh Ditjen Haki dengan surat No. KHI-

4.HI.06.03-68, tanggal 15 April 2009 karena bertentangan dengan moralitas

agama dan ketertiban umum sebagaimana dijelaskan melalui surat No.

HKI.UM.01.01-15/2009, tanggal 15 April 2009 yang ditujukan kepada Dirjen

Bimas Buddha. Oleh sebab itu, tidak ada/terdaftar lagi merek “Buddha Bar” di

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, karenanya gugatan ini tidak ada

kaitannya dengan sengketa merek di Pengadilan Niaga. Di sisi lain, apabila

kemudian pencabutan merek tersebut telah disengketakan lebih dulu mengenai

keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut hemat penulis

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap berwenang dalam menerima gugatan aquo.

Hal ini disebabkan oleh aturan dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa walaupun adanya

gugatan terhadap suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara hal tersebut

tetap tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan tersebut. Oleh

sebab itu pencabutan merek Buddha Bar tersebut harus tetap dianggap benar dan

dilaksanakan selama Hakim yang berwenang belum menentukan lain.213

213 Analisis penulis mengenai eksepsi dari Tergugat I ini akan berbeda apabila seandainya
belum terjadi pencabutan merek Buddha Bar oleh Ditjen Haki dengan surat No. KHI-4.HI.06.03-
68, tanggal 15 April 2009 tersebut. Dengan belum dicabutnya merek Buddha Bar tersebut, maka
persoalan mengenai “Buddha Bar” ini harus dilihat sebagai suatu sengketa merek terdaftar. Pada
dalil gugatan yang dipermasalahkan adalah penggunaan nama Buddha Bar sebagai suatu nama
yang digunakan untuk usaha restoran/bar, maka menurut hemat penulis permasalahan ini sejatinya
merupakan suatu sengketa terhadap suatu merek dagang dan tidak tepat apabila menggunakan
Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatannya di Pengdilan Negeri. Bahkan oleh karena itu
juga, dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa penggunaan nama Buddha Bar telah
mencoreng moralitas, kesucian beragama serta bertentangan dengan ketertiban umum, menurut
hemat penulis sebenarnya telah dengan cukup baik diakomodir oleh Pasal 68 jo. Pasal 5 huruf a
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Di sisi lain, terkait pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat yang menolak eksepsi Tergugat II dan III mengenai kewenangan absolut

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dianggap tidak berwenang dalam

memeriksa, mengadili serta mengabulkan petitum Para Penggugat terkait

pencabutan Izin Tetap Usaha Pariwisata aquo, penulis tidak sependapat dengan

pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Menurut hemat penulis, sengketa mengenai

pencabutan suatu Izin Tetap Usaha Pariwisata, dalam hal ini Izin Tetap Usaha

Pariwisata yang diterbitkan oleh Tergugat III dengan diketahui oleh Tergugat II

dan ditujukan kepada Tergugat I adalah mutlak wewenang Pengadilan Tata Usaha

Negara untuk memeriksa serta mengadilinya. Menurut Pasal 1 angka 10 UU No.

51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan
atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, Izin Tetap Usaha Pariwisata yang merupakan suatu produk atau

keputusan tata usaha negara yang telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 1

angka 9 UU No. 51 Tahun 2009214, yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, dapat dengan mudah dipahami

secara gamblang bahwa sengketa atas pencabutan Izin Tetap Usaha Pariwisata ini

merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini,

adapun wewenang Pengadilan Negeri hanyalah berupa mengenai tuntutan ganti

rugi yang sebenarnya diderita Penggugat, disamping tuntutan ganti kerugian yang

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal tersebut memberikan solusi dengan menyatakan
gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan
alasan bahwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama,
kesusilaan, atau kertertiban umum ke Pengadilan Niaga, oleh karena itu tidak tepat apabila
sengketa ini diajukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

214 Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5
Tahun 1986 menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
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sudah pernah diajukan ke Hakim Tata Usaha Negara. Dikarenakan ganti rugi atau

kompensasi yang diberikan oleh Hakim Tata Usaha Negara adalah terbatas

sifatnya, sedangkan pada proses perdata dimungkinkan untuk membuktikan

besarnya kerugian yang diderita Penggugat itu sedekat mungkin dengan kerugian

yang sebenarnya terjadi, maka menurut hemat penulis Para Penggugat tetap dapat

menggunakan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri, hanya saja asalkan

dalam hal perkara aquo telah diputus terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha

namun ganti rugi atau rehabilitasi yang diterima Para Penggugat belum sebanding

dengan kerugian yang sebenarnya diderita.

4.2.6. Pencabutan Izin Tetap Usaha Pariwisata No. 3736/2008 tanggal 12

November 2008 oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat

Keputusan Majelis Hakim Jakarta Pusat yang mencabut Izin Tetap Usaha

Pariwisata No. 3736/2008 tanggal 12 November 2008 milik Tergugat I yang

diterbitkan oleh Tergugat III, terlepas dari kenyataan bahwa pencabutan ini bukan

merupakan kewenangannya, menurut penulis Majelis Hakim juga telah keliru

dalam pertimbangannya. Majelis Hakim yang memutuskan untuk mencabut Izin

Tetap Usaha Pariwisata aquo karena penerbitannya dinilai mengandung unsur

melawan hukum seharusnya mendasarkan pertimbangannya dengan melihat dan

mencermati proses penerbitan izin aquo terlebih dahulu serta berpatokan pada

peraturan-peraturan dasarnya selain menilai apakah asas-asas umum pemerintahan

yang baik telah diterapkan dalam proses penerbitan izin aquo.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis penerbitan Izin Tetap Usaha

Pariwisata No. 3736/2008 tanggal 12 November 2008 telah memenuhi seluruh

persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang

Kepariwisataan yang persyaratannya lebih rinci diatur dalam Peraturan Gubernur

No. 20 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Restoran, terlepas apakah

nantinya sengketa penggunaan nama “Buddha Bar” dibatalkan atau tidak.

Beberapa persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Gubernur

No. 20 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Restoran, antara lain:

a. Fotokopi KTP Pemohon;

b. Fotokopi Pokok Wajib Pajak Pemohon;
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c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Usaha;

d. Fotokopi surat bukti status temoat usaha;

e. Fotokopi surat Ijin Mendirikan Bangunan;

f. Fotokopi Ijin berdasarkan Undang-undang Gangguan;

g. Gambar/denah Lokasi Usaha.

Dengan dipenuhinya persyaratan tersebut oleh Tergugat I, maka Tergugat II dan

Tergugat III menjadi berkewajiban untuk menerbitkan Izin Usaha yang

dimohonkan tersebut. Selain itu Tergugat II dan Tergugat III menurut penulis

telah memenuhi seluruh kelompok Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik,

yang bersifat formal yang berhubungan dengan persiapan pembentukan

keputusan, motivasi terbitnya keputusan, serta asas-asas yang bersifat material

sehubungan dengan isi keputusan.
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BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dihubungkan dengan

pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis memberikan 2 (dua)

kesimpulan, antara lain:

1. Kewenangan badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri

hanya sebatas memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang

perdata, misalnya sengketa perjanjian dengan dasar Wanprestasi atau

Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam

Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan umum berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan mengadili pada Pengadilan Tata Usaha

Negara didasarkan pada Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menuliskan bahwa Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili,

memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka, dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara, tepatnya pada saat dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yaitu pada tanggal 14 Januari 1991, kewenangan Peradilan

Umum dan Hakim Perdata khususnya dalam menerima gugatan

perbuatan melawan hukum oleh pemerintah menjadi terlimitasi. Mulai

beroperasinya Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut

menjadikan peran Hakim Perdata hanya sebagai pengisi kekosongan

segi-segi perlindungan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh Hakim
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Tata Usaha Negara. Fungsi mengisi kekosongan yang dilakukan

Hakim Perdata itu antara lain dalam hal:

a. Yang digugat itu perbuatan pemerintah yang bukan

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara menurut

pengertian Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986.

b. Yang digugat itu soal eksekusi putusan Hakim Tata Usaha

Negara dalam bentuk tuntutan ganti rugi akibat tidak

dilaksanakannya suatu putusan Hakim Tata Usaha Negara.

c. Yang digugat itu mengenai tuntutan ganti rugi yang

sebenarnya diderita Penggugat. Jadi, disamping tuntutan

ganti kerugian yang sudah pernah diajukan ke Hakim Tata

Usaha Negara.

2. Kewenangan badan Peradilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara

gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para

Penggugat terkait penghentian operasional restoran Buddha Bar serta

pencabutan Izin Tetap Usaha Pariwisata Buddha Bar No. 3736/2008

tanggal 12 November 2008 yang tertuang dalam Putusan No.

09/PDT.G/2010/PN.JKT.PST telah menyimpang dari kewenangannya,

karena meskipun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat

didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai

Perbuatan Melawan Hukum namun obyek yang disengketakan oleh

Para Penggugat adalah Izin Tetap Usaha Pariwisata yang merupakan

suatu Keputusan Tata Usaha Negara, produk yang dikeluarkan oleh

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan diketahui

oleh Gubernur DKI Jakarta.

Merujuk pada Pasal Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, menyatakan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah

sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau

badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
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baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab

itu, Izin Tetap Usaha Pariwisata mutlak merupakan kewenangan

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, serta

memutus perkara gugatan pencabutannya. Jadi, dalam hal adanya

gugatan mengenai suatu Penetapan Tertulis yang diajukan ke Peradilan

Umum yang disertai tuntutan ganti kerugian berdasarkan Perbuatan

Melawan Hukum, maka bagi Hakim Perdata secara apriori sudah harus

nyata bahwa Penetapan Tertulis yang bersangkutan itu terbukti

melawan hukum. Sebab untuk menentukan apakah Penetapan Tertulis

yang bersangkutan itu bersifat melawan hukum atau tidak, dengan

adanya UU Peradilan Tata Usaha Negara, sudah bukan merupakan

kewenangan badan Peradilan Umum melainkan masuk ke dalam

kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, apabila

suatu perkara yang diajukan ke Hakim Perdata tersebut secara absolut

bukan merupakan kewenangannya, maka hakim tersebut harus

menyatakan dirinya tidak berwenang secara ex officio untuk

memeriksanya dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi

dari tergugat tentang ketidakberwenangannya itu. Selain itu, setiap saat

selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa

hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

5.2. Saran

Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan

sebagai masukan bagi gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah.

Adapun saran-saran yang hendak dikemukakan antara lain sebagai berikut;

1. Dalam hal mengajukan tuntutan atas suatu keputusan pemerintah,

hendaknya masyarakat lebih memahami jalur-jalur yang tersedia dan

menggunakannya secara tepat agar tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan antar badan peradilan dalam mengadili gugatan tersebut,
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khususnya antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha

Negara.

2. Bagi para Hakim Pengadilan Negeri hendaknya lebih teliti dan

konsisten dalam menerima perkara-perkara mana yang termasuk

kewenangannya serta lebih memahami terlebih dahulu gugatan

perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang seperti apa yang

dapat dimasukkan ke dalam wewenangannya.

3. Pengadilan Negeri juga hendaknya dapat memberikan ketegasan

bahwa apabila terjadi benturan kewenangan secara absolut maka

Majelis Hakim yang memeriksa sengketa, secara ex officio (karena

jabatannya), harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa

perkara aquo.

4. Bagi para Hakim hendaknya lebih memahami serta menggunakan

prinsip kehati-hatian dalam menentukan jumlah ganti kerugian serta

berpegangan pada peraturan yang telah ada agar Hakim dalam

keputusannya tidak melanggar larangan ultra petitum partum serta

tidak melampaui wewenangnya (beyond the power of his authority).

5. Bagi Pengadilan Negeri diharapkan dapat memberikan informasi yang

seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai obyek gugatan yang akan

dijadikan dasar gugatannya untuk menghindari ditolaknya gugatan

apabila sudah memasuki tahap persidangan.

6. Harapan penulis agar para Hakim dalam memeriksa setiap sengketa

dapat tetap berdiri sendiri dan memutus perkara secara independen

tanpa adanya tekanan maupun pengaruh kepentingan dari berbagai

pihak yang dapat berdampak pada pertimbangannya.
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